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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karuniaNyva maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat
diselesaikan tepat waktu. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan selama tahun
anggaran 2023 dalam melaksanakan tujuan dalam RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

["llnningkatknn Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan” ]

Upaya pencapaian tujuan tersebut didukung melalui pelaksanaan sasaran
“Meningkatnya Infrastruktur Yamg Terpadu Dan Berkualitas” dengan
Indikator sasaran yang menjadi tanggung jawab pada Dinas Perumahan dan
Permukiman adalah indikator * Presentase Permukiman Layak Huni’

Hal ditunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja Perangkat Daerah yang berorientasi pada
hasil, baik berupa output maupun outcomes serta memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan beserta
permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada urusan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mudah-mudahan, penyajian LKjIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat menjadi bahan untuk
mengevaluasi kinerja  selama satu tahun, identifikasi, pembelajaran dan
masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan
balik bagi seluruh jajaran aparatur di Lingkungan Dinas Perumahan dan
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Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan serta meningkatkan pola kinerja
dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan (confinously improvemenf] dan
berjalan lebih efektif dan efisien.

Balikpapan, 28 Februari 2024

DAN
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IKHTISAR EKSKUTIF

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di
urusan bidang Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, selalu berkomitmen
kuat untuk melakukan Kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban tersebut, maka
disusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
Tahun 2023 Tahun 2023 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan serta sejumlah permasalahan
dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut
tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama yang diimplementasikan dengan 4 (empat)
Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah program, kegiatan dan sub
kegiatan sepanjang tahun 2023. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran
tersebut, ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
Tahun 2023.

Adapun secara umum simpulan keberhasilan capaian kinerja tujuan dan 4
(empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Tujuan “ Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas, dengan
indikator‘Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar
99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99 799% dengan kriteria™
Sangat Tinggi”.

b. Sasaran I “ Meningkatnya cakupan rumah layak huni”, dengan Indikator
“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”, dengan realisasi
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sebesar 99,83 dari target 99,83 sechingga capaian sebesar 100% dengan
kriteria’Sangat Tinggi”.

©. Sasaran II “ Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang
memadai’ dengan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun
terfasilitasi PSU"”, terdapat realisasi sebesar 12,18% dari target 14,5% atau
capaian sebesar 84% dengan kriteria ’ Tinggi”.

d. Sasaran III¥ Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator
‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar
36.80% darn target 51,47% atau capaian sebesar 71,49% dengan kriteria ¢
Tinggi”.

e. Basaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”,
dengan realisasi sebesar 72,55 dari target 75 sehingga capaian sebesar
96,75%, dengan kriteria "Sangat Tinggi".

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikapapan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan
kegagalan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikapapan Kota
Balikpapan. Keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan
dan dukungan aktif segenap apartur di semua bidang, selain itu kerjasama dengan
instansi terkait sangat diperlukan dalam mendukung program kegiatan dan sub
kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikapapan. Oleh karena itu
pada capaian kinerja yang tidak tercapai, akan dievaluasi dan dianalisa penyebab
dan tindak lanjutnya serta mengidentifikasi risiko dan dilakukan penilaian risiko
untuk mendapatkan tindak pengendalian.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah, bahwa salah satu fungsi pokok Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Balikpapan adalah melaksanakan fungsi
perumusan kebijakan teknis di urusan bidang perumahan dan kawasan
permukiman. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai mandat yang
bersifat strategis yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten /kota;

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat vang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah kabupaten /kota;

3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);

S. Penerbitan  izin pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman;

6. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas dibawah 10 ha.;

7. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah
kabupaten/kota;

8. Penyelenggaraan PSU Perumahan;

9. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan

prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
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Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diharapkan memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan
dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun Rumusan tujuan
sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang selaras dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Kota Balipapan adalah:

TUJUAN 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

g

Upaya pencapaian tujuan ini didukung melalui pelaksanaan sasaran
“Meningkatnya Infrastruktur Yang Terpadu Dan Berkualitas” dengan
Indikator sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan
Permukiman adalah

Indikator ED" Presentase Permukiman Layak huni”

Berdasarkan Perencanaan dalam RPJMD Pemerinatah Kota
Balikpapan Tahun 2021-2026 tersebut diatas, maka keterkaitan dengan
tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dipetakan
sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Perumahan dan
Permukiman dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

MI8[ TUJUAN INDIKATOR BABARAN INDIEATOR
TUJUAN SASARAN
Misi Ke - 3 : Tujuan 1 : Indikator Tujuan 1| Sasaran 3.1: Indikator
P e : sasaran 3.2:
Infrastruktur Kinerja Layanan indeks Kepuasan | Infrastruktur Yang | Permukiman
Hota yang Infrastruktuor Layanan Terpadu Dan Layak huni
Memadai Perkotaan Insfrasrulktur Berkualitas

“
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Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan menetapkan strategi-strategi dalam
melaksanakan fungsi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan informasi publik dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan manajemen SDM aparatur di
Pemerintah Kota Balikpapan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Tahun Anggaran 2023. Laporan kinerja ini merupakan tahun
kesatu pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan diukur berdasaran penilaian indikator kinerja utama (IKU)
yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis
sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

S. Peraturan Mentert Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
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6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;

8. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Nomor: 900/132/Disperkim Tentang Indikator Kinerja
Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun
2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP.

Penyusunan laporan kinerja ini bermaksud sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran strategis
vang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2023
yvang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana
Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun
2021-2026.

Tujuan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk
memberikan informasi keberhasilan daan kegagalan kinerja serta sebagai
umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan di masa yang akan datang,
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1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
1.4.1Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022,
maka Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman adalah
sebagai berikut:

A. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit
keija di bawahnya; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan

fungsinya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman,

pertamanan dan permakaman;
b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman

kumuh;
¢. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan
permukiman kumuh;

d. pengoordinasian penataan prasarana, sarana dan utilitas dipermukiman
khususnya di kawasan pembangunan perumahan;

e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi
perumahan dan permukiman;

f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang
perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
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g perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan
pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi
pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;

h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;

i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian
layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan
permukiman;

j- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

v

pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

[

penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
pelaksanaan penerbitan sertiflkat kepemilikan bangunan gedung;

w PE 8

pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum

yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;

g. pembinaan dan pengendalian UPTD;

r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

s. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:
a. penyusunan prograrmi;

b. pengelolaan urusan keuangan,

c. kepegawaian;

d. rumah tangga kantor;

e. perlengkapan;

f. protokol;
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g. hubungan masyarakat;

h. layanan informasi dan pengaduan;
i. pembinaan pelayanan publik;

j. kearsipan;

k. surat menyurat; dan

1. evaluasi dan pelaporan.
Sekretariat melaksanakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;

b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kineija
pemerintah;

]

. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana keija anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan;

e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;

g. pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan Dinas;

h. pelaksanaan administrasi keuangan;

i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;

k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;

1. pengelolaan pengaduan masyarakat;

m.pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat
pengelolaan infermasi dan dokumentasi pelaksana;

1. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;

0. pengoordinasian bidang dan UPTD;

p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinva, Sekretariat terdiri atas:

l. Subbagian Umum, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

d. melaksanakan wurusan rumah tangga, keamanan kantor dan
mempersiapkan sarana prasarana kantor;

e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris
kantor/rumah tangga;

f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan
pengelolaan inventarisasi barang;

h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang
milik Daerah;

i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;

k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

m.mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam
rangka peningkatan kompetensi pegawai;

n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar
pelayanan;

0. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

p. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan
pemberian informasi;

q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
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Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja
pemerintah vang meliputi:
1) rencana strategis;
2) rencana keija;
3) rencana keija tahunan;
4) penetapan kinerja; dan
5) laporan kinerja;

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;

c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan
kegiatan;

d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi
dengan bidang;

f. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi
yang digunakan secara bersama lintas bidang;

g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program
dan kegiatan;

h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

1. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;

j. mengoordinir penvusunan rencana keija anggaran /dokumen
pelaksanaan anggaran,

k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;

1. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi:

m.menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi
kinerja keuangan;

n, mengoordinir dan meneliti anggaran;

0. menyusun laporan keuangan Dinas;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

ﬁ
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B. BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan program dan kegiatan di Bidang
Perumahan;

b. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian penyediaan dan
rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;

c. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana atau relokasi program Daerah;

d. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau
relokasi program Daerah;

e. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau
relokasi program Daerah;

f.penyusunan dan pengumpulan data bahan evaluasi dan pembinaan
pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus;

g pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan rumah susun umum atau rumah khusus;

h. pelaksanaan proses rekomendasi rencana tapak pembangunan dan
pengembangan perumahan;

i.penyediaan data, informasi dan kajian mengenai penerbitan izin
pembangunan dan pengembangan rumah;

j.pengoordinasian layanan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan

k. pelaksanakan persiapan teknis untuk bahan penerbitan sertifikat hak
milik satuan rumah susun dan pelaksanaan proses penerbitan sertifikat
kepemilikan bangunan gedung;

l.pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan
hulkum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat
kemampuan kecil;

m.pelaksanaan  fasilitasi pemenuhan  komitmen  penerbitan izin

pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara
elektronik;
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n. perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas
umur;

0. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PERMUKIMAN

Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang

Permukiman.

Bidang Permukiman melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan program keija di Bidang Permukiman;

b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis penataan
kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;

c. pelaksanaan survei dan penelitian penataan kawasan kumuh dan rawan
bencana di permukiman;

d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahan penataan permukiman
kumuh dan rawan bencana di permukiman;

e. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

f. penyusunan dan penyiapan data bahan evaluasi dan pengembangan
penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di Permukiman;

g. pengaturan penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana,
sarana prasarana dan fasilitas lingkungan;

h. penyusunan data dan informasi kebijakan penerbitan izin pembangunan
dan pengembangan kawasan pemukiman;

i. pelaksanaan survei lapangan dalam rangka analisis kesesuaian
pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

j. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan permukiman;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan permukikan
untuk menjamin pencegahan permukiman kumuh dan pembangunan
pemukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur;

et e e T AN T Sl e ] e e ———
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1. pengoordinasian layanan administrasi izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman,

m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
D. BIDANG PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas merencanakan,
mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang
Pertamanan dan Permakaman.

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan program keija di Bidang Pertamanan
dan Permakaman;

b. penyusunan pedoman operasional perencanaan penyediaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum perumahan, penyelenggaraan prasarana,
sarana, dan utilitas umum perumahan, penyediaan prasarana dan utilitas
umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dan keija sama
penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
permukiman;

c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian prasarana, sarana, dan
utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana dan
utilitas umum perumahan;

e. pelaksanaan keija sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan
utilitas umum permukiman,

f. pelaksanaasan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
umum permukinan dari pengembang;

g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;

h. pelaksanaaan fasilitasi pembentukan tim verifikasi penyerahan

prasarana, sarana, dan utilitas umum;

e e e - ——— — — ]
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i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Umum; dan

2. Subbagian Program dan Keuangan;
c. Bidang Perumahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Permukiman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pertamanan dan Permakaman, membawahkan Kelompok Jabatan
Fungsional; dan
f. UPTD.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi

I. SUSUNAN ORGANISAS] DINAS PERUMAHAN DAN FERMUKIMAN

[ KEPALA |
[ SERRETARIS _
— SURBAGIAN
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UM -.':T PROGRAM DAN
REUANGAN
. IE; ————-
BIANG
HIUDANG | ARG PERTAMANAN
PERUMAHAN PERMURIMAN DAN
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e | SS
= | = |
KELOMPOK KRELOMPORK | RELOMPMMK |
JAHATAN JABATAN | JABATAN
FUNGSIONAL | FUNGSIONAL | FUNGSHMNAL i
gt |
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1.4.2Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran tidak terlepas dari peran aktif dari SDM
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan
yang saling berkoordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan
untuk secara bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.

Adapun dukungan SDM aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan berdasarkan keadaan Desember 2023 sebanyak 43
orang, dengan klasifikasi berdasarkan pangkat, golongan, jenjang
pendidikan, eselon dan gender sebagaimana dapat di lihat pada tabel
sebagal berikut :

Tabel 1.1

Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
Berdasarkan Pangkat Tahumn 2023

'PANGKAT/ GOL RUANG .
Keterangan Vb | Va | ld | e | mb | ma [ 0d | e | na

1 Pembina Tingkat | / (IV/b) 1 1

2 Pembina Tingkat | / (IV/b) 1 1

3 Pembina / (IV/a) 1 1

4 Penata Tingkat | (Ill/d) 1 1

5 Penata Tingkat | / {lil/d) 1 1

6 Penata Tingkat | / (lli/d) 1 1
7 Penata / (lll/c) 1 1
8 Penata Tingkat | / (lil/d) 1 1
g Penata Tingkat | / {lil/d) 1 1

e = e —————— ="
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Keterangan b | va | md | me | ms | ma H e | la

10 Penata Tingkat | / {lil/d) 1 1
1 Penata / (lll/c) 1 1
12 Pembina / (IV/a) 1 1
13 Penata Tingkat | / {1l/d) 1 1
14 Penata Tingket | / (Ill/d) 1 1
15 [ “m;m e 1 1
16 Penata Muda / (ill/a) 1 1
17 Penata Muda / (IIl/a) 1 1
18 Penata Muda / (Il/a) 1 24
19 Penata Muda / (IIl/a) 1 1
20 Penata Muda / (1li/a) 1 1
b Penata Muda / (Iil/a) 1 1
2 Penata Muda / (Ill/z) 1 1]
23 Penata Muda / (/) 1 1
24 Fenata Muda [ (lii/a) 1 1
25 Pengatur Tingkat 1/ (1/d) 1 1
% Pengatur Tingkat | / (1l/d) 1 1
27 Pengatur / (Il/c) 1 1
28 Pengatur Muda / (11/a) ) 1
29 Pengatur / {ll/c) 1 1
a0 X 1
3 1% 1
a2 1% 1
A 13 1

Jumiah 2 2 8 2 1 ? (2|2 | 20 13

Sumber: Bagian Umum
e T e e A T RIS e e,
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Dari tabel 1.2. diketahui bahwa tahun 2023 jumlah pegawai
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan
Golongan menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai golongan II1
sebanyak 20 orang.

Gambar 1.1

Data Pegawai Bercdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

o0

- s57 SV & D3 = aSLTA *SLTF w500

Dari Gambar 1.2 diketahui bahwa tahun 2023 jumlah pegawai
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan
Tingkat Pendidikan menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai
dengan Pendidikan S1 sebanyak 18 orang.

1.4.3Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan.

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan,
dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan
kepegawaian yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan
operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, dan
sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai standar
pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik bidang kepegawaian dapat dijelaskan sebagaimana terlampir.
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Adapun Laporan Persediaan dan Aset Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan per 31 Desember 2023 Adalah Sebagai
Berikut:

a. Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Persediaan (Stock Opname) Nomor
036 /01072 / BA - INVENTARISASI-PERSEDIAAN /DISPERKIM
Jumlah barang persediaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah :

I. Sekretariat

- Alat Tulis Kantor 886,800

- Kertas dan Amplop 1,355,000

- Tinta dan Cartridge 2,129,000

- Alat Listrik dan Penerangan -

- Barang Cetakan 1,510,000

- Cetakan Amplop 288,000

- Peralatan dan Bahan

Pembersih 1,178,000
7,346,800

II. Permukiman

- Alat Tulis Kantor 0
- Kertas dan Cover 0
- Bahan Komputer 0
IV. Pertamanan dan Permakaman (PSU)
- Alat Tulis Kantor o
- Kertas dan Cover 0
- Alat dan Bahan Komputer 0
V.
Perumahan
- Alat Tulis Kantor 0
- Kertas dan Cover (4]
- Alat dan Bahan Komputer 0

R e e e _———— ———— ]
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1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar jenis pelayanan Dinas
Perumahan dan Permulkiman Kota Balikpapan, antara lain:

Tabel 1.2
ISU-ISU DAN INOVASI BIDANG PERMUKIMAN
TAHUN 2025
N Isu Dasar Hukum |Permasalahan | Upaya Mengatasi INOVASI KETERANGAN
o Permasalahan
Masih Peraturan Wali [Masih Perbaikan Rumah |Sistem Menyediakan
terdapat Kota terdapat Tidak Layak Huni  |informasi data atau
rumah Balikpapan Rumah melalui Program  |penyediaan |informasi terkait
tidak Nomor 21 Masyarakat |Kawasan data RTLH Rumah Tidak
layak huni |Tahun 2022 yang Tidak Permukiman dan |Terintegrasi |Layak Huniyang
Tentang Layak Huni Program melalui dapat diakses
Pedoman di Kota Perumahan dan Master Data |oleh masyarakat
Pemberian Balikpapan kawasan Perumahan |juga terdapat
Bantuan permukiman dan Kawasan |data finformasi
Stimulan kumuh Permukiman |terkait
Peningkatan pembangunan
Kualitas Rumah yang akan,
Tidak Layak sedang dan sudah
Huni dilakukan
perbaikan/Pening
katan Kualitas
2 |Masih SK Wali Kota Masih Melakukan Penanganan |Kolaborasi dan
terdapat Balikpapan terdapat Penanganan/Pemu |dan Kerjasama
kawasan tentang Hasil kawasan garan Permukiman |Pencegahan |dengan semua
permukima |Peninjauan Kumuh Kumuh dan Kumuh pihak terkait
nyang Ulang melakukan secara untuk
termasuk |Penetapan tindakan Kolaboratif |terselenggaranya
dalam Lokasi pencegahan untuk (melibatkan |Penanganan
kategori Perumahan Resiko munculnya |semua Kumuh secara
Kumuh dan |Kumuh Dan Perumahan dan stakeholder |terpadu
Resiko Permukiman Kawasan dan pihak
Kumuh Kumuh Kota Permukiman Baru |[terkait
baru Balikpapan
Tahun 2023
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N Isu Dasar Hukum |Permasalahan | Upaya Mengatasi | INOVASI KETERANGAN
o Permasalahan
3 [Dampak Undang- Potensi Pencegahan untuk |Melibatkan |Kegiatan
dari Undang Nomer |munculnya menghindari Masyarakat |Sosialisasi dan
perpindaha {3 Tahun 2022 |Kawasan munculnya secara Pembinaan
n IKN tentang |bu kumuh Baru  |Kawasan Kumuh  |langsung dan |Lembaga
Kota Negara baru akibat pendampinga |Keswadayaan
(IKN) pertambahan n oleh Tenaga|Masyarakat
penduduk Pendamping
dalam
meningkatka
n penyadaran
publik
4 |Pentingnya |PP No. 12/2021 |Belum Pelaksanaan Penggunaan |Pengumpulan
update tentang tersedianya  |updoting data Aplikasi 5atu |data atau
data secara |Perubahan atas |data lengkap |secara digital Data Dinas  |informasi secara
digital Peraturan rumah tidak Perumahan |akurat dan tepat
Rumah Pemerintah layak huni dan sasaran terkait
Tidak Layak |Nomor 14 yang Permukiman |perumahan dan
Huni(RTLH) |Tahun 20186 terverifikasi permukiman
terutama |tentang dan update kumuh yang
data RTLH |Penyelenggaraa |periodik dapat diakses
pada n Perumahan |secara digital oleh masyarakat
kawasan |dan Kawasan juga terdapat
Kumuh dan |Permukiman data finformasi
diluar terkait
Kumuh pembangunan
yang akan,
sedang dan sudah
dilakukan
perbaikan/Pening
katan Kualitas
yang dilakukan
secara
akuntabilitas/tran
sparan
I8U-ISU BIDANG PERUMAHAN
TAHUN 2023
l: Isu Dasar Hukum | Permasalahan Umlp wi 5 INOVASI w
Penti a PP No. 12/2021 |Belum . = i
| u;ﬂa{ﬂit& tentang ! tersedianya Eﬁkm Iq?tjgf_;ﬂg inﬂ:—?lﬁ]:lm
perumahan, |Perubahan atas |data sk pendataan

el e e = .
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b I = Dasar Hukum | Permasalahan | UB2YS Mengatasi | pegy,q
data rumah |Peraturan perumahan secara detail
pada Pemerintah dan data dan digital agar
kawasan Nomor 14 rumah di dapat menjaring
rawan Tahun 2016 kawasan rawan data yang lebih
bencana; tentang bencana yang akurat

Penyelenggaraa |ter-update - Meningkatkan
n Perumahan |secara periodic komunikasi
dan Kawasan antara
Permukiman pemerintah dan
masyarakat
untuk
menghindari
resistensi dari
masyarakat
Yang enggan
berpartisipasi
dalam
pendataan
rumah di
kawasan rawan
bencana
- Meningkatkan
koordinasi antar
OPD terkait
dalam hal
penyiapan data
dulmng/data
sekunder
- Meningkatkan
koordinasi antar
OPD dalam hal
belum pemberian
sesuainys rekomendasi
PETENCAnasn dan perizinan
perumahan i
dengan data pengembang
PP No, 12/2021 |topografi/ kont -
tentang ur kawasan Memaksimallan
Perubahan atas | perumahan : : pemanfaatan
Perencanaan |Peraturan dan data ziﬁzed?:;t::nojn aplikasi One
dan Pemerintah kepemilikan Map One Data

o |Pengembanga | Nomor 14 lahan, adanya E;]SFER‘E‘[M dslam dm']f DFPFR
n perumahan |Tahun 2016  |alih fungsi PR AT uBn dalam hal akses
yang belum |tentang pemanfaatan pengawqu data sistemn
optimal Penyelenggaraa |lahan non pengtml gan drainase dan

n Perumahan |komersial di pe sistem jaringan
dan Kawasan |dalam kawasan jalan
Permukiman perumahan, - Memingkatkan
rendahnya kapasitas SDM
pelaksanaan DISPEREKIM
PEngawasan melalui
pengembangan pelatihan dan
perumahan pemberian
dukungan
fasilitas dalam
pelaksanaan
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pengawasan
- Menyiapkan
instrumen
pengawasan
secara detail
dan digital agar
dapat
memberikan
informasi
pengawasan
vang lebih
mformatif dan
kredibel
- Melibatkan
pemerintah
setempat
(Kelurahan,
Kecamatan dan
RT) dalam
memberikan
informasi terkait
Pene.fmm:ansaﬂ
peru an
- Undang-
Undang No.
1/2011 tentang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman - Meningkatkan
- PP No. koordinas: antar
- - 12/2021 OPD dalam hal
Perizinan tentang mberian
pemenuhan |Perubahan atas |Belum tp:kumcndasi
standar Peraturan optimalnya dan perizinan
keandalan Pemerintah penyediaan . i
bangunan Nomor 14 rumah yang b, e ﬁg&mbﬂng
serta Tahun 2016  |memenuhi  |Peryediaan - Melakukan
memastikan |tentang standar rumah perun‘mhan yang koordinasi
penyediaan | Penyelenggaraa |layak huni mesual-decgan tate lintas sektor,

3 |perumahan |n Perumahan |serta fasilitas | 2208 San terpach lintas wilayah,
vang serasi dan Kawasan PSU dalam l:!engn.n layanan dan lintas
dengan tata |Permukiman kawasan mfmstr?kmr sl pemangku
ruangdan |- PERMENSOS |perumahan pEragiioun, kepentingan,
dilgyani No. 6/2021  |dan tormasnlcsistem |l sssara
ketersediaan |tentang permukiman treanspartan: pubik, vertikal maupun
infrastruktur |Perubahan atas |vang belum horizontal, bailk
dasar yang  |Peraturan memadai dalam hal
memadai; Menteri Sosial perencanaan,

Nomar 20 pembangunan
Tahun 2017 maupun
tentang W
Rehabilitasi - i
Sosial Rumah

Tidak Layak

Huni dan

Sarana

“
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2 Isu Dasar Hukum | Permasalahan | Ubere MeRgatasl | inoyasy
Prasarana
Lingkungan
- Meningkatkan
koordinasi antar
OPD dalam hal
penyiapan
lahan/land
banking untuk
pembangunan
« Undang_ RUSUNAMI atau
= L
omor ma
Per!g:embanga Tahun 2020 berpenghasilan
n sistem tentang Cipta p— rendah
publile Keja peningkatan | Pengembangan - Melakukan
Bertiisis (mengubah UU 3 P ik L koordinasi
No. 20 Tahun S22 ciheanin lintas sektor,
4 |rumah 2011 ten penduduk dan |publik berbasis lnitns wilieysh,
susun/vertica Ru £ keterbatasan rumah susun di - ¢
: e mah Susun) _ dan lintas
| di masih di | PP lahan perkotaan; pemangku
tenpel JANE | No 1572041  [Permkiman kepentingan,
jauh dari tentan baik secara
perkotaan; & i
. Penyelenggaraa vertikal maupun
n Rumah horizontal, baik
Susun dalam hal
perencanaan
maupun
pEnEawasan
dalam
pemberiaan
manfaat kepada
masyarakat
PP No. 12/2021
tentang
melaksanakan
:ru::aha.n W Kurangnya S nfk . publikasi
Masih adanya SR informasi SRIOIR . informasi yang
masyarakat |Lormerintah o da pemynclisan data dah diakses
5 |yang membet; | Nomor 14 masyarakat | 3coara elektronik |\ TA rakat
eh tidak | Tahun2016  |FEFEE S |melalui Master Data |51 TASAn
berizi tentang mkian Perumahan Berizin di a.]n peTLSTEN
Penyelenggaraa T = Kota Balikpapan PN
yang benzin prima kepada
n Perumahan ki
dan Kawasan [
Permukiman
= - Belum - Baat ini telah ada |- Melakukan
Belum PERMENDAGRI | tersedianya draft Nasmik dan koordinasi ke
optimalriya No. 55,2021 Juknis Juknis Pelaksanaan |Bagian Hukum
pelal tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan dalam
Stesvdas Penerapan Standar Minimal Bidang percepatan
6 |Petayanan Standar Pelayanan Perumahan Rakyat di | pengesahan
Minimal Pelayanan Minimal Kota Balikpapan dokumen
Bi Minimal Bidang - Meningkatkan Juknis
Pedmxg i - PERMEN Perumahan edukasi kepada Pelaksanaan
Rakyat PUFPR No, Ralf}'at di Kota perang:ka{ Standar
13/2023 Balikpapan pemerintah setempat |Pelayanan
tentang - Belum dan masyarakat baik |Minimal Bidang
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: Isu Dasar Hukum | Permasalahan UF?I’ "‘wllllll INOVASI
Standar Teknis |optimalnya secara langsung Perumahan
Standar informasi melalui sosialisasi Rakyat di Kota
Pelayanan kepada maupun melaiui Balikpapan
Minimal perangkat website - Penyediaan
Bidang pemerintah sistem [nformasi
Pekerjaan setempat dan berb&_sin
Umum dan masyarakat Website yang
Bidang terkail adanya sistermnatis
Perumahan layanan SPM untuk
Rakyat Bidang membantu
Perumahan masyarakat
Rakyat guna Eelayarmn
sepert
Informasi
Rumah
terdampak
Bencana dan
Rumah Sewa di
Kota Balikpapan
sehingga akses
Informasi lebih
mudah dan
informatif.
melaksanakan
- ingl sosialisasi
Belum Eﬂm sl Belum Mk;rms?r;; secara langsung
tersedianya |3 pRrr/M/201 | ETUERENYE e beri la it ttielihi]
wadah untuk / Perhimpunan SRR (PR media sosial
- |melindungi |5 TrHians Pemilik dan  |Konsultansi/pendam | o pojq
hak dan Pe‘ "Ii“".].;";a“;l“ Penghuni e pentingnya dan
kewajiban : Satuan Rumah miniyarniat din manfaat dari
o Penghuni o < pengembang
penghuni Susun (PASRS) terbentuknya
RUSUNAMI |Satuan Rumah | pyginamy |[RUSUNAMI dalam | oagpgy o0
Susun pembentukan P3SRS Ao
pemilik/penghu
i RUSUNAMI
- Penyediaan
X Te hinya SDM di snkr: o
: rpenuhinya pekerjaan
;z:::]gﬂkz;in :%5&1’;202] Kurangnya UPTD Rusunawa operasional dan
8 Piasarana Pl SDM di UPTD |sehingga bisa perawatan
Blivanais o Rly:mahgg 4 | Rusunawa ber__-‘;a]ar: secara hanian
Susan optimal RUSUNAWA
melalui
Outsoureing
Belum
-PP ;Eﬁntﬂgmaiﬂ.‘iﬂ Pengembangan
s : data realime fitur aplikasi
2,“,5“'“:;“" Eit’;":m‘l jumiah Pengintegrasian SIM-PKP dalam
L penghunian |Penyelengparaa penghtnian Inyanan gk hal layan_an
rusunawa n Rumah yang dapat elektronik/digital penghunian
Susun diakses oleh rusunawa Kota
masyarakat Balikpapan
amum
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ISU-ISU DAN INOVASI BIDANG PSU

TAHUN 2025
Dasar tew
No Isu k Permasalahan Mengatasi INOVASI KETERANGAN
FNA Permasalahan
1| Belumsemua Perda | Pengembang Peningkatan Pemanfaatan
prasarana, MNomor belum Sosialisasi Teknologi Digital |
sarana, dan 5/2013 | mengajukan Kewajiban Penyediaan
utilitas (PSU) permohonan |Penyerahan PSU| Layanan Teknis
perumahan yang penyerahan oleh Penyiapan
ada di Balikpapan PsU Pengembang Persyaratan |
diserahkan ke Pemberian Insentif
Pemerintah Kota & Disinsentif
Balikpapan
2 Keterbatasan Perda | Ketersediaan Penambahan Pemanfaatan
Ketersediaan Nomor | SOM terbatas | layanan dengan | Tenaga Profesional
Layanan 5/2013 tenga Teknis |
Penyerahan PSU outsourcing Pemanfaatan
Peralatan berbasis
Teknologl Tinggi
3 Kurangnya Undang | Kemampuan Peningkatan Peningkatan dan
kualitas Undang | keloladata | Informatif Data Penambahan
informatif data |Nomor 1| statistik yang Sektor PSU Informasi berbasis
PSU Perumahan | Tahun rendah Perumahan Statistik/Informasi
2011 Digital
4 Potensi Perda Belum Peningkatan Pembinaan agen Agen
Ketidaksesuaian | Nomor intensifnya Kerjasama agen pengawasan | Pengawasan
pemanfaatan PSU| 5/2013 | pelaksanaan | dengan pihak di tengah ini akan
Perumahan meonitoring ketiga dalam masyarakat memberi
pemanfaatan menitoring informasi
PsuU kawasan terkait status
perumahan PsuU
diperumahan
6 | Masihterdapat | Perda Tingkat Meningkatkan PSU Award Pemberian
kawasan Nomor | penyerahan animao dan Penghargaan
perumahan yang | 5/2013 | PSU rendah kesadaran Kepada
belum terlayani penyerahn PSU Pengembang
PSU yang Terbik dalam
memadai Penyerahan
PSU
Perumahan
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N Upaya
No Isu ki Permasalahan Mengatasi INOVASI KETERANGAN
Permasalahan
7 | Keterbatasan Perda |Ketidaksediaan | Penyediaan Alat Penyediaan Kendaraan
layanan Nomeor | Alat Kerja dan | Kerja dan SDM Kendaraan lift yang
perbaikan lampu | 5/2013 SDM Teknis Perbaikan Lampu memberi
PIU dan Tenaga Teknis layanan
pemeliharaan
pada
perbaikan
Lampu Jalan
B Proses Perwali Ada proses Evaluasi Bisnis | Tahapan proses
Penyerahan PSU | 22/2014| yang masih | Proses, SOP dan| yang lebih cepat
masih njelimet |; Perwali| berpotensi bisa Perwali dan terukur
16/2018 | dipercepat dan
dipangkas
9 Kualitas dan Perda Data kurang | Pengembangan Sensus Rutin
Kuantitas Nomor update dan sistem
Menitoring 5/2013 informatif monitoring
Pertumbuhan efektif periodik
PSU Perumahan

Lingkungan  strategis merupakan tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman  Kota
Balikpapan terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Perlunya komitmen bersama untuk meningkatkan kekuatan internal
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam menghadapi
tantangan dan peluang yang ada dalam menjalankan fungsi pada urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya Konsistensi Sasaran Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Untuk mewujudkan visi dan misi yang dilaksanakan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sangat diperlukan
adanya Kkonsistensi kegiatan tahunan antara tujuan dan sasaran,
program dan kegiatan yang telahditetapkan dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) dengan rencana kinerja yang diusulkan setiap tahunnya.

2. Peningkatan Koordinasi Internal dan Eksternal

Keterpaduan perencanaan dalam Rencana Strategis (RENSTRA),
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baik keterpaduan program maupun sasaran, memerlukan
kemantapan  koordinasi dalam = pelaksanaan, pemantauan,
sinkronisasi dan evaluasi pada tataran operasionalnya, Khususnya
koordinasi antar bidang dan internal bidang. Oleh karenanya dengan
semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan
dalam peyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur, diperlukan
pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal Dinas
Perumahan dan Permukiman  Kota Balikpapan dan eksternal
Perangkat Daerah serta stakeholder terkait yang berkelanjutan.

3. Peningkatan Profesionalitas ASN

Peningkatan kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan penting untuk
dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan,
pengetahuan, Keahlian dan perilaku yang terus berkembang sesuai
dinamika perubahan sesuai tugas dan fungsi melalui pelatihan dan
tugas Dbelajar/izin belajar. Pengukuran profesionalitas ASN
menggunakan Indeks Profesinalitas ASN.

4. Penguatan SPIP

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan
berpedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya  efektivitas dan  efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, Kkeandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturanperundang-undangan.
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1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2023
adalah sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, data organisasi yang
meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, profil Badan
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan serta
sistematika penulisan.

Bab IT - Perencanaan Kinerja, menjelaskan tujuan dan sasaran serta
indikator kinerja utama dalam rencana strategis periode tahun
2021-2026 dan perjanjian kerja tahun 2023

Bab I - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran capaian
kinerja tahun 2023 dan analisis pencapaian kinerja Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap
indikator  kinerja  utama (IKU) dikaitkan dengan
pertanggungjawaban keuangan terhadap pencapaian sasaran
strategis untuk tahun 2022.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi, dan
saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang
akan data.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota
Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana strategis
(Renstra) Perangkat Dearah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan
Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Nomor: 900/132/Disperkim Tentang Indikator Kinerja
Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun
2021-2026.

Adapun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berilkut:

a. Visi dan Misi

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih merupakan Visi
dan Misi Perangkat Daerah. Adapun visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-
2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka YangNyaman
Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam
Bingkai Madinatul Iman"”

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 masih
melanjutkan, memperkuat dan memantapkan misi Walikota dan Wakil
Walikota Balikpapan periode sebelumnya, yaitu:

Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ;
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
Menyediakan infrastruktur kota yang memadai

Mewujudkan kota nyaman dihuni yang  berwawasan

lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
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Pada misi tersebut urusan bidang perumahan dan permukiman
terkait dengan misi ke-3 yaitu “Menyediakan Infrastruktur Kota yang
Memadai”. Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
berupaya melakukan peningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian,
pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, serta

prasarana, sarana dan utilitas umum.

b. Tujuan
Adapun Tujuan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tertuang
dalam dokumen RPJMD Kota Balikapapn Tahun 2021 -2026 adalah
Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara
merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas
yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi
salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya
saing. Penyediaan layanan infrastrukur yang berkualitas akan
menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat
meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta
mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan
meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran
yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas
pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya
untuk mencapai tujuan RPJMD Kota Balikpapan dijabarkan dengan
sasaran meningkatnya insfrastruktur yang memadai dan berkualitas
dengan indikator indeks pembangunan infrastruktur dan persentase
permukiman layak huni. Sasaran RPJMD ini menjadi Tujuan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu:
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[ Meningkatnya Insfrastruktur Yang Memadai Dan Berkualitas ]

C. Sasaran

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021
-2026, didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur
persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota
Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana,rehabilitasi
rumah korban bencana atau relokasi program maupun penyediaan
rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan.
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah
layak huni.

2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.
Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun
terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase
unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah
adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan
Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU dan
diserahkan ke Pemerintah Dearah.

3. Berkurangnya luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur
persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK
Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran
ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya
luas kawasan kumuh.

4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim.
Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim.
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Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Adapun matrik Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
No BASARAN INDIKATOR DEFINISI RUMUS TARGET
OPERASIONAL
TAHUN
2022 2023 2024 2036
1 Meningkstoya Persentase Mengukur persentase Juminh (.00 0.01% 0.02 0.03% 0,049
cakupan rumah pemenuhan rumah loyak hund yang i % %
layak huni kebutuhan disediakan, difaslitns Rumah Layak
rumah layak oleh kota Balilgmpan Huird
huani melahu peoyediaan =0 | ceeeeeereseee e
rumah korban === 1 (0P
bencane rehabilitas Jumiak total
rumah korhan bencana Unit Rumah
atau relokasi program Kotm
terhadap jumlah mimah
di Keota Balikpapan
2 Meninghatiym Persentase Mengukur persentune Jumlah unit 16.7 16,80 2350 | 23.00% | 23.50
Prasarao , umit rumah unit rumalh yang sedang | rumah yang o ] Fa in
Sarana dan yang sedang dibangun terfasilitasi sedang ditangun
Urillitas Ummum ter gL PAU. Unit Bumsh adalah | terfaslitasi PSU
vang memadai terfasilitas jumish wmii remah i B
FsuU dalam perumahan format | -.x100%
Jumiah total
unit rumah kota
3 | Mengurangi luas | Persentase mengukur persentase Jumtnb 22.5 51AT | 67.78 | 84.08% | 100.00
lnwasen bumuh | berlursngnys | berkurangnys luss Kowasan Kumuh 6% e i %
tuas ) leay lewrmuh sescm Kotn
kiifiiah dengan SK Luas Kumuh T
Kota Balikpapan Tahun —-x100%
2020 seluns 153, 3 Ha. Jumlah Luasan
Kumuh seauni
SK Kumuh
Walikota BPN
4 Meningkatrnya Nilai Reformasi | Nilai Reformasi Birokrasi Nilal Reformasi IT0 2875 | 32,25 32,25 34,00
Kuslitas Birokorasi Disperiim Birckras o
Penerapan Disperkim DMzperkim
Reformasi
Birokrasi
Disperkim
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Pada tahun 2023 terdapat

perubahan rumusan perhitungan

indikator sasaran berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi dan Asistensi

Hasil Perubahan Perbaikan Indikator

Kinerja Utama

[TKU)

Dinas

Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang di tandatangani pihak
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan Inspektorat Kota
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Balikpapan, yaitu terdapat terdapat perubahan definisi operasional, rumus
hitung dan target kinerja di tahun 2023-2026 berdasarkan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/0OTDA Perihal
Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Surat Edaran Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/0Org Tanggal 22
Desember 2023 Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2023;

3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November
2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

Adapun Perubahan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Pada IKU "Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huniawal
target Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni”, pada IKU awal hanya
menghitung penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah
korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah
menjadi jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah
yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan,
kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat
mengacu pada data e-RTLH.

2. Pada IKU * Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi
PSU" , bahawa terdapat perubahan Definisi Operasional, Rumus
hitung dan Target Kinerja di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal
target pembanding adalah Jumlah total unit rumah kota baik swadaya
maupun formal di Kota Balikpapapan sehingga menjadi jumlah unit
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rumah di dalam perumahan formal (Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

3. Pada IKU” Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh” , Terdapat
perubahan kalimat pada Sasaran, Indikator, Rumus hitung dan target
di Tahun 2023-2026 karena pada [KU awal target perbandingan
adalah Jumlah Kawasan Kumuh Kota terhadap Jumlah Luasan
Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN menjadi Jumlah Kawasan
Kumuh Kota Yang ditangani terhadap (Jumlah Luasan Kumuh sesuai
SK Kumuh Walikota BPN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

4. Pada IKU “ Nilai SAKIP Disperkim”, terdapat perubahan sasaran,
indikator sasaran yang sebelumnya adalah nilai Reformasi birokrasi
menjadi nilai SAKIP Disperkim. Hal ini sesuai dengan Surat Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Kementerian Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023,
bahwa karena nilai reformasi birokrasi sudah tidak dilakukan
perhitungan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Mentenn Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020 — 2024.

Adapun sasaran, indikator sasaran, formulasi rumus hitung dan target
pada Perubahan Indikator Utama (IKU} Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota balikpapan adalah sebagai berikut:

EEge=S= ==L .- e - - — = — ]
LKJIP DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023



Tabel 2.3.

Sasaran, Indikator, Definisi Operasional Rumus dan Target
Indikator Sasaran

Meningkatnyu Jumlsh Penyediaan 99.83% | 99.95%
cokupan rumah | pemenuhan persentase
layak huni
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TARGET

Meningkatnya
Prasarana ,
Sarana dan
Utillitas Umum
yang memadai

Persentase unit
rumah yang

mbmulun

terima PSU
Unit Rumah

Jumlah unit rumah
yang sedang dibangun
terfasilitasi PSU

x100%
Jumilah total unit
rumah kota

12.18% | 18.18%

28.26%

36.43%
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TARGET

No BABARAN INDIEATOR DEFINISL RUMUS
OPERASIONAL
3 | Berkurangnya Persentase mengukur Jumlah Kawasan
luas kawasan berkurangnya persentase Kumuh Kola Yang
kumuh luas kawasan berkurangnya Ditangani
kumth luas kawasan

kumuh sesuai | x100%
dengan SK Jumilah Luasan Kumuh
Luas Kumuh sesuai SK Kumuh
Kota Walikota BPN
Balikpapan
Tahun 2020
seluas 153, 3
Ha.

TAHUN
2023 2024 2025 2026
8147 | 67.78% 84.08% 100.00%

f=—=——at——— ==, - —=——————=————=———Vb == = - .~ 3
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BABARAN INDIKATOR DEFINISI RUMUS TARGET
OFERASIONAL TAHUN
2023 2024 2025 2026
Meningkatnya Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Sakip Peranghat 75.00 76.00 78,00 BO,00
Kunlitas. Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP | Daerah
Akuntabilitas Disperkim yvang | Disperkim
Kinerja Instansi | di keluarkan vang di
Pemerintah aleh Inspektorat | keluarkan oleh
Kota Balikpapan | Inspektorat
Kota
Balikpapan

e — = === . RS I
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2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revieu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk esselon Il sasaran yang digunakan
menggambarkan outcome dan acutput pada bidangnya serta menggunakan
indikator kinerja utama esselon Il dan indikator kinerja lainnya yang relevan,
sehingga Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Indikator Kinerja
Sasaran (IKU) yang telah ditetapkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan sasaran, indikator
kinerja, target, program, dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebelum dilakukan perubahan
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Tabel: 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 setelah dilakukan perubahan

PEFLIAN AN KINERJA PERUBAHAN TAHLUN 2023
CHMAS PEMUMAHAN AN PFERMUNIBAN KOTA BALBP AP AN
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Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Kota Balikpapan melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat
belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan pagu murni
sebesar Rp. 23.171.999.815 menjadi melaksanakan 4 (empat) program, 14
(empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) dengan pagu sebesar Rp.
28.023.816.668,00 pada mekanisme perubahan.

Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan per
sasaran strategis disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

“
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Tabel 2.7

Anggaran Belanja Tahun 2023 per Program , Kegiatan dan Sub

Kegiatan
Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Sub Kegiatan
Kinerja Kinerja
Tahun
2023
Meningkatnya | Meningkatnya Persentase 99 83% Program Pendataan (14) Pendataan Rumah
infrastruktur cakupan pemenuhan Pengembangan | Penyediaandan | Sewa Milik Masyarakat,
yangterpadu | rumah layak kebutubian Perumahan Rehabilitasi Rumah Susun dan Rumah
dan b i rumah layak Rumah Korban | Khusus
berkualitas huni Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
Sosialisasidan | (15) Sosialisasi Standar
Persiapan Teknis Penyediaan dan
Penyediaan dan | Rehabilitasi Rumah
Rehabilitasi | kepada
Rumah Korban | Masyarakat/Sukarelawan
Bencana atau Tanggap Bencana
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
(16} Sosialisasi
Pengembangan
Perumahan Baru dan
Mekanisme Akses
Perumahan KPR-FLPP
Pembangunan | [17) Rehabilitasi Rumah
dan Rehabilitasi | bagi Korban Bencana
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota

(18] Penyusunan Site Plan
dan/atau Detall
Engineering Design (DED)
bagi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota

(19) Pembangunan
Rumah bagi Korban
Bencana

 EEEm e ——————— ot = o RS e
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Tujuan Sasaran Indikator Target Program Keglatan Sub Kegiatan
Kinerja Kinerja
Tahun
2023
Pembinaan (20} Fasilitasi Pengelolaan
Pangelolaan Kelembagaan dan
Rumah Susun Pemilik/Penghuni Rumah
Umum danfatau | Susun
Rumah Khusus
(21) Penatausahaan
Pemanfaatan Rumah
Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus
Penerbitan lzin | (22) Koordinasi dan
Pembangunan | Sinkronisasi Pengendallan
dan Pembangunan dan
Pengembangan | Pengembangan
Perumahan Perumahan
{23) Koordinasi dan
Sinkrenisasi Kerja Sama
Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha
(XPDBL) Perumahan
Umum/Rumah Susun
Umurm
Penerbitan (24 Koordinasi dan
Sertifikat Sinkronisasi Penerbitan
Kepemilikan | Sertifikat Kepemilikan
Bangunan Bangunan Gedung (SKGE)
Gedung (SKGB)
Meningkatnya | Persentase unit | 14,50% Program Urusan (32) Perencanaan
Prasarana, rumah yang Peningkatan Penyelenggaraan | Penyediaan PSU
Sarana dan sedang Prasarana, PSU Perumahan | Perumahan
Utilitas Umum terbangun Sarana Dan _
yang terfasilitasi PSU Utilitas Umum {33) Penyediaan
memadai [PSU) Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di

Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian

(34) Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan

“
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Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Sub Kegiatan
Kinerja Kinerja
Tahun
2023
Mengurangi Persentase 51.47% Program Penataan dan {25) Survel dan
luas kawasan berkurangnya Kawasan Feningkatan Penetapan Lokasi
kumuh |luas kawasan Permukiman Kualitas Perumahan dan
kumuh Kawasan Permukiman Kumuh
Permukiman
Kumuh dengan
Luas di Bawah
10 (Sepulub) Ha
(26) Penyusunan Rencana
Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
27
Pembentukan/Pembinzan
Kelompok Swadaya
Masyarakat di
Perrukiman Kumuh
Peningkatan (28) Penyusunan Rencana
Kualitas Tapak (Site Plan} dan
Kawasan Detall Engineering Design
Parmukiman (DED)
Kumuh dengan | Peremajaan/Pemugaran
Luas di Bawah Permukiman Kurmuh
10 (Sepuluh) Ha | o ratkan Rumah
Tidak Layak Hun
[30) Pelaksanaan
Pembangunan
Pemugaran/ Peremajzan
Permukiman Kumuh
{31} Pendataan dan
Verifikasi
Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
Kumuh
Meningkatnya | Nilai Hasil 75 Program Administrasi (1) Penyediaan Gaji dan
Kualitas Evaluasi SAKIP Penunjang Keuangan Tunjangan ASN
Akuntabilitas | Disperkim yang Urusan Perangkat
Kinerja di keluarkan Pemerintahan Daerah
Instansi oleh Daerah
Pemerintah Inspaktorat Kabupaten/Kota
Kota Balikpapan
Administrasi (2) Penyediaan
Urmum Komponen Instalasi
Perangkat Listrik/Penerangan
Daerah Bangunan Kantor

“
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Tujuan Sasaran indikator Target Program Kegiatan Sub Kegiatan
Kinarja Kinerja
Tahun
2023
(3) Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
(&) Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
[3) Panyelenggaraan
Rapat Koordinas! dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan (6] Pengadaan Peralatan
Barang Milik dan Mesin Lainnya
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa | (7) Penyediaan Jasa Surat
Penunjang Menyurat
Urusan
Pemerintahan | (8] Penyediaan Jasa
Dasral Kemunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
(9) Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan {10} Penyediaan Jasa
Barang Milik Pemeliharaan, Blaya
Daerah Pemeliharaan, dan Pajak
Penunjang Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

(11} Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

(12) Pemellharaan
Paralatan dan Masin
Lainnya

(3]
Pemellharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

R e e == — )
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BAB 111
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Adapun hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Hasil LHE SAKIP Tahun 2022

EVALUASI AKIP B
DINAS PERUMARMAN DAN PERMUKIMAN

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja 'Iil-l

23,77 dari nilal 21,60 dari nilai b oo

maksimal 30,00 _.' maksimal 30,00 '“

B -
Pelaporan Kinerja Evaluasi Akuntabilitas

T 5 Kinerja Internal 16,71
10,39 dari nilai @ . 8ari nilai maksimal 25
maksimal 15 )~

maa
i

Nilai total 77.55 dengan predikat BB-(Sangat Baik), dengan
rekomendasi dari Inspektorat adalah sebagi berikut:

a. Melakukan reviu atas target indikator agar target kinerja lebih matang;

b. Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi degan mencantumkan
target dan realisasi indikaror kinerja sasaran:

c. Pohon kinerja yang dibuat agar dimanfaatkan dalam perencanaan

kinerja instansi;

d. Memanfaatkan teknologi oinformasi (aplikasi) dalam melakukan
pengukuran capaian kinerja.

e. Melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka
menengah

Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan adalah:

h
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1. Melakukan reviu/perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan
berkoordinasi dan persetujuan Tim Ewvaluator SAKIP dari Inspektorat
Kota Balikpapan.

2. Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi degan mencantumkan
target dan realisasi indikaror kinerja sasaran per triwulan;

3.Menyusun sPohon kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2025 berdasarkan
Keomendagri 050 -5889 vang sebagai dasar penyusunan Renja,
penyusunan RKA/DPA dan perjanjian Kinerja.

4.Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) REAKSI dalam melakukan
pengukuran capaian kinerja Rencana Kerja (ReNJA)

S5.Melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka
menengah dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikapan Tahun 2023 dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait
dengan sasaran strategis.

REALISASI
Capaian I[KU= X 100%

TARGET

. Angka maksimum capaian setiap IKU sebesar 100%
. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap

Wk

sasaran, menggunakan pengukuran instrument standart pengukuran
ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka
skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:
e === LS. = ——— ——— e
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Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja progres Positif

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres
negatif, maka skala yang digunakan sebagai berilkut:

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 90,01% < 100% Sangat Tinggi
3 75,01% = 90% Tinggi
2 65,01% =75 % Sedang
1 50,01% <= 65 % Rendah
Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja progres negatif

1 50,01% = 65 % Rendah
2 65,01% < 75 % Sy
3 75,01% < 90% o
A 90,01% < 100% Sangat Tings

3.2.1 Pencapaian Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 yang disusun berdasarkan
Tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama, Indikator Kinerja
Kunci (IKK], satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada
tabel 3.3 sebagai berikut:

e R e e —— = — _— =—__ ")
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a. Realisasi Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis,
IndikatorKinerja Utama

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja | SBatuan | Target | Realisasi | Capalan
Strategis
Meningkatnya Persentase Persen | 99,32 99,11 99,79
Infrastruktur yang Permukiman Layak
Terpadu dan Berkualitas | Huni
1 | Meningkatnya cakupan Persentase Persen | 99.83 99.83 100.00
rumah layak huni pemenuhan
kebutuhan rumah
layak humni
2 | Meningkatnya Persentase unit Persen 14.5 12,18 84
Prasarana, Sarana dan rumah yang sedang
Utilitas Umum yang terbangun
memadai. terfasilitasi PSU
3 | Berkurangnya Luas Persentase Persen 51.47 36.80 71.49
Kawasan Kumuh berkurangnyva luas
kawasan kumuh
4 | Meningkatnya Kualitas | Nilai Sakip Nilai 75 72.55 96.73
Akuntabilitas Kinerja DISPERKIM
Instansi Pemerintah

Pada table 3.3 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan
indikator tujuan dan indicator kinerja utama pada sasaran strategis dengan
realisasi capaian sebagai berikut:

a. Tujuan “ Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas,
dengan ‘Persentase Permukiman Layak
Huni, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian
sebesar 99,79% dengan kriteria” Sangat Tinggi”.

Sasaran | “ Meningkatnya cakupan rumah layak huni”, dengan
Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”,
dengan realisasi sebesar 99,83 dari target 99,83 sehingga capaian
sebesar 100% dengan kriteria”Sangat Tinggi”.

Sasaran II  Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
yang memadai” dengan Indikator “’Persentase unit rumah yang sedang
terbangun terfasilitasi PSU", terdapat realisasi sebesar 12,18% dari
target 14,5% atau capaian sebesar 84% dengan kriteria “ Tinggi”'.
e i e e e —
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©. Sasaran III Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator
‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi
sebesar 36.80% dari target 51,47% atau capaian sebesar 71,49%
dengan kriteria *’ Tinggi”.
Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah”, dengan realisasi sebesar 72,65 dari target 75 sehingga
capaian sebesar 96,75%, dengan kriteria "Sangat Tinggi”.

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan
untuk Tujuan “ Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan
Berkualitas, dengan indikator ‘Persentase Permukiman Layak Huni,
terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian
sebesar 99,79% dengan kriteria” Sangat Tinggi”, Hal ini didukung oleh
capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota
Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk
perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti
Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk
berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan
masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan
Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1.Kelurahan Karang Rejo 2.
Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4. Kelurahan
Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6. Kelurahan Baru Ilir 7.
Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan Karang Joang 9. Kelurahan
Damai 10. Kelurahan Prapatan 11. Kelurahan Klandasan Iir.

Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2023
terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria penilaian realisasi kinerja
"Sangat Tinggi”, namun hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target
100%.

e e =SS ==
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Adapun capaian vang belum 100% adalah sebagi berikut:

1. Pada sasaran [l kriteria kinerja “sangat tinggi” namun belum
tercapai 100% karena masih banyaknya PSU perumahan yang
belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan
data, baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan vang
difasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari
40,152 unit rumah.

2. Pada sasaran IIl diperoleh Kriteria penilaian realisasi kinerja
“sedang” atau belum tercapai karena capaian penanganan Kawasan
kumuh untuk di target 2023 sebesar 3,99 sudah tercapai namun
masih terdapat kawasan kumuh di atas 10 Ha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat, pada tahun 2023 hanya terdapat
penanganan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun penanganan
kumuh tahun 2023 berupa Pekerjan Penanganan Sistem Sanitasi
Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan
Selatan berupa Pembangunan [PAL Komunal Skala Permukiman,
Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan. Pada tahun
2023 terdapat luasan kawasan kumuh baru sesuai dengan Surat
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang
Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

3. Pada sasaran IV tidak tercapai 100% karena nilai LHE atas SAKIP
Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 mengalami
penurunan yang semula tahun 2021 sebesar 74,57 di tahun 2022
menjadi 72,55. Komponen penilaian turun pada komponen

Perencanaan Kinerja.

b. Realisasi Kinerja Berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK)

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan
Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator

feae sl == s = e —————a—ar st .- - ————— - ——  — — — =
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Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
a. BStandar Pelayvanan Minimal [SPM)
SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan
Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu
oleh Disperkim Kota Balikpapan ,sebagaimana dimaksud adalah
sebagi berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar  terdiri atas:
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :

a) mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang
layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi
standar jumlah dan kualitas pelavanan dasar.

b) standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa
seétiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana
jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

c) kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan
kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

d) mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas
pelayanan dasar.

e) standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa

setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah
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rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan
ditangani.

fi kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud padahuruf b

ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan
kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah
layak huni.

b. Penerima Pelayanan terdiri atas:

1. penerima pelavanan dasar dari Penvediaan dan Rehabilitasi
Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap
rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.

2. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi
penvediaan rumah layak huni bagi masyarakat vang terkena
relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga
terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi
kriteria.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat [KK adalah
indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri
atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Outputf) dan Indikator Kinerja
Hasil (IKK Qutcomse).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK Output dan 5 IKK Outcome.

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu Disperkim
Kota Balikpapan pada Tahun 2023:
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Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahBerdasarkan IKK Tahun 2023

No Indikator EFM/ | IK Turget Rengtra SKPD Realisasi Proye | Catatan Analisis
H Capaian
stand Tah | Tahu | Tahu | Tahu | Tabu Tahun Tahun
ar un n n n n 2023 2024
nasio 202 | 2023 | 2024 | 2025 | 3026
nal 2
1 2 3 i 5 6 T 8 9 10 11 12
1 Jumlsh .| o 18 a6 54 T2 0 8 Penyediaan
Rumah rumah korban
Horban bencana mulat
Bencana Yang dilekukan tahun
Berhak 2023,
Memperoleh Berdasarkan
Rumah Layak pendataan Tahun
Huni 2022 terdapat 74
unit rumah yang
harus di fasilitasi
dan di muat dan
dipetakan selama
5 tahun dalam
Rencana Aksi
Daerah SPM Kota
Balikpapan,
namun belum
terdapat SK
Penetapan
Bencans.
2 | Jumlah Warga B N/A | N/A | NJA | NJA | N/A 0,00% 0,00% | Berdasarkan hasil
Negam yang pendatasn SPM
terkona tahun 2023 tidak
relokasi akibat terdapat warga
program negara yang harus
Pemerintah direlokasi akibat
Daerah program
kabupaten (ko Pemerintah
ta yang Duaerah
memperoleh
fasilitasi
penyediaan
rumah yang
layak huni
3 Persentase ¥ go0n ( 993 | 99,5 | 99,7 1040, 949,11 94,55 Persentase
Permukiman 5 2 5 B 00 permukiman layak
Layak Huni huni sampal
dengan akhir
tahun 2023 telah
mencapai 9,1 1%
dari target kinerja.
Disperkim Kota
Balikpapan
mernilil
kewenanfan
MEngurang
kawasan kumuh
seluas 5.4 Ha,
Luasan tersebut
ditangani sehesar
1,41 Ha pada
tahun 2022 dan
3,99 di athun
2023.
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4 Persentase Y 0,02 | 0,03
pemenuhan Kegiatan hanya
kebutuhan berupa

rumah lavak pendataan,

huni Penyediaan

=
=]
&
o
o
o

pendaiaan Tahun
2022 terdapat 74
unit rumah yang
harus di fasilitasi
dan di muat dan
dipetakan selama
5 talhun dalam
Rencana Alesi
Daerah SPM Kota
Balikpapan. Pada
tahun 2023
direncanakan
gkan di sediakan
rumah layak huni
sebanyak 15
rumah.

2 Persenmase v 1675 | 1218 | 18.18 | 28.26 | 36.42 12,18 18.18 | Realieasi indikntor
unit ramah sasaran inl adalah
yung sedong sebesar 12,18% .
terbangun Pencapaian ini
terfasilitasi didukung oleh
r3u peningkatan iklim
investasi di kota
Balikpapan
B/e
pendukung Ibu
Kotz Negara ([KN)
yvang berpengaruh
terhadap
bertumbuhnya
sekior perumahan
dan

mengakibatkan
peningkatan yang
signifikan
terhadap rumah
yang lerfasilitasi
PSU namun
belum seluruh
PSU diseralkan
ke Pemerimiah
Kota
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Tuarget Renstra SKPD Realisasi

“Bfef
b
3o

E'
8

10 11 12

8
Persentase v 4 | 67,7 | 840 | 100, 36,80 51,47 Targer
berkurangnya 7 8 B8 o0 Penanganan
luas kawasan kumuh ditangani
kumuh aleh Pemernintah
Pusat melalui
Kotaku untuk
luasan kumuh
diatas 15 Ha,
Pemerintah
Provinsi untuk
luasan kumuh 10
Ha- 15 Ha, dan
penanganan
melalui dana
APBD Kota untuk
luasan kumuh
dibawah 10 Ha.
Pada akhir ahun
2022 telah
tertangani 52,42
Ha kawasan
kumuh dengan
penangan oleh
Kotaku sejuas
51,01 Ha dan
penanganan
melalui APBD
Kota Balikpapan
seluas 1,41 Ha di
RT. 4 Kelurahan
Damai ,
Kecamatan
Balikapapan Kota.
Tahun 2023
terdapat 3,99 Ha
penanganan
kumuh.

5]
&n
]

T Penyediaan W 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01 .Berdasarkan
dan pendataan Tahun
rehabilitasi 2022 terdapat 74
rumah layak unit rumah yang
huni bagi harus di fasilitasi
korban dan di muat dan
bencana dipetakan selama
kabupaten /ko 5 tahun dalam
1\ ' Rencana Alksi
Daerah SPM Kota
Balikpepan. Pada
tahun 2023
direncanakan
akan di sediakan
rumah layak huni
sebanyak 15
rumah, namurn
tidak terdapat SK
penctapan
bencana
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No Indikator sPM/ | IK Target Renstra SKPD Realisasi Proye | Catstan Analisis
K Capaian ksi
stand Tah | Tahu | Tahu | Tahu | Tahu Tahun Tahun
ar un n n n n 2023 2024
nasio 202 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
nal 2
1 2 3 4 5 [ T 8 9 10 11 12
Fasilitusi | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 0,00 0,00 scsual pendataan
penyediaan SPM Tahun 2023,
rumah layak tidak terdapat
huni bagi masyarakal yang
masyvaralat harus direlokagi
terdampak
relokasi
program
9 persentase v | 28,1 | 100, | 0,00 | 0,00 | 0,00 3,99 11,08 Penanganan
kawasan 1 00 kawasan kumuh
permukiman Kota Balikpapan
kumuh melalui APBD
dibawah 101 ha Kota Balikpapan
di kota vang di seluas 1.41 Ha di
tangani ET. 4 Kelurahan
Damai
10 | berkurangnya « | D03 | 003 | 002 | 0,02 | 0,02 0,002 0,003 pada 2023
Jjumlah unit terverifikasi
RTLH [rumah menjadi Mhmﬂk
tidak layak 517 RTLH.
huni) kemudian
ditangani
sehanyak 66
ditahun 2022 dan
100 unit ditahun
2023 RTLH vyang
bersumner dari
AFPBD
11 jumlah ¥ 16.7 | 12.18 | 18.18 | 28.26 | 36.42 12,18 18.18 Target
perumahan 5 penambahan unit
yang sudah rumah yang
dilengkapi dilengkapi PSU
PsU dan diserahkan
(Prasarana, Sar adalah schesar
ang, dan 4,963
Uulitas unit ramah
Umum) namun
berdasarkan
pendataan total
unit rumah
diperumahan
yang dilengkapi
PSU adalah
40,755 unit
rumah di
perumethan di
Kota Balikpapan.
[2 | Jumlah rumah S| 0 18 36 54 72 14.074 15 T.146 unit pada
yang berada daerah resiko
pada kawasan bencana longsor
rawan bencana
dan rencana 4,898 unil pada
PeRanganEnnya daerah resiko
rawan abrasi
2.030 unit pada
daerah resiko
kebakaran hutan
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No Indikator SPM/ | IK Target Renstra SKPFD Realisasi Proye | Catatan Analisis
K Capaian ksi
stand Tah | Tahu | Tahu | Tahu | Tahu Tahun Tahun
ar un n n n n 2023 2024
nesio 202 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
nal 2
1 2 3 | 4| 5 6 T B 9 10 11 12
13 | Jumilah rumah 7 | 0,00 | 0,00 | D00 | 000 | 000 1] a Tahun 2023
yang terkena Kegiatan hanya
bencana alam berupa
pendatann.
Penyedigan
rumah korban
bencana Tahun
2022 terdapat 74
unit rumah yang
harus di fasilitesi
dan di muat dan
dipetakan selama
5 tahun dalam
Rencana Aksi
Daerah SPM Kota
Balikpapan. Pada
tahun 2023
dircncanakan
akan di sediakan
rumah leyak huni
sebanyak 15
rumah namun
belum terdapat
SK Penctapan
bencana
14 Jumlah RT, + [ o000 | o000 | 000 [ 0,00 | 0.00 156 0 4 unit rumah
KK dan Jiwa korban bencana
korban yang angin laut
rmmahnya
terkena 8 unit rumah
bencana alam korban bencana
alam angin puting
beliung
144 unit rumah
rusak akibat
longsar
15 | Jumlah unut v | 000 | 800 | 800 | 8,00 | 800 0 8 sesuai pendataan
rumah korban SPM Tahun 2023
bencana yang Tidak terdapat
direhabilitasi kegiatan
sesuai dengan rehabilitasi rumah
rencana aksi korban bencana
16 Jumlah unit v [000 | o000 | o000 | 000 | 000 7] 10 sesui pendataan
rumah korban 8PM Tahiin 2023
bencana yang Tidak terdapat
dibangun kegiatan
dengan kembali untuk
bencana
17 | Jumlah unit ¥ [ o000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0 0 sesuai pendataan
rumah korban SPM Tahun
bezchn;n yang 2023Tidak
gun terd kegiatan
baru frelokasi pl.:]pt‘;.tl:lglm
sesuai dengan baru untuk
rencans aksi korban bencana
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No Indikator 8PM,/ | IK Target Renstra SKPD Realisasi Proye | Catatan Analisis
K Capaian Jesi
stand Tah | Tahu | Tahn | Tahu | Tahu Tahun Tahun
ar un n n n n 2023 2024
nasio 2023 | 2024 | 2025 | 2026
nal 2
1 2 3 ] 6 T 4 9 10 11 12
18 Jumlah unit ¥ | boD | 0,00 | O00 | D00 | 0,00 ¥ T . Rusunawa
dan lokasi Sepinggan
rumah sewn
vany akan 2. Rusunawa
menjadi Perusds
tempat tinggal
sementara 3. Rusunawa
korban Manggar
bencana
4. Rusunawa
Siaga
5: Rusunawa
Somber
b. Rusunawa KM7
T. Rusunawa
Beriman
19 Jumlah RT, k| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1] Q sesuai pendataan
KK dan Jiwa SPM Tahun 2023,
korban Tidak terdapat
bencana yang ke giatan
terfasilitasi Penyedianan dan
rehabilitasi rumah
layak huni bagi
korban bencana
kab/ kota
20 Jurniah, 4 000 | 1,00 | 000 | 0,00 | 0,00 116,81 116,81 | sesuai pendataan
luasan dan SPM Tahun 2023,
Inkasi Lokasi 1: Kel.
pencadangan Klandasan [lir,
lahan Kec. Balikpapan
Kota
Lokasi 2 , 3 & & :
Kel. Gn. Bahagia,
Kec. Balikpapan
Selatan
Lokasi 5 : Kel
Lamaru, Kee.
Balikpapan Timur
Lokasi & & 7 : Kel.
Teritip, Kec.
Balikpapan Timur
Lokasi 8 : Kel,
Karang Joang,
Ker. Balikpapan
Utara
21 | Jumlah rumah v | o,00 | 0,00 | 000 | 0.00 | 0,00 0 0 Tidak ada
tanggen kegiatan fasilitasi
penerima ganti kerugian
layanan yang aset properti
telah berdasarkan
mendapatkan rencansa
I'Eaili]ﬂni wﬁ muhﬂn SPM
kerugian aset
properti
berdasarkan
rencana

“
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Indikator SPM/ | IK Target Renstra SKPD Realizani Proye | Catatan Analisis
K Capaian ksl
stand Tah | Tahu | Tahn | Tabu | Tahu Tahun Tahun
ar un n n n n 2023 2024
nasio 202 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
nal 2
2 3 4 5 & T 8 9 10 11 12
peimenuhan
5PM
22 | Jumlah rumah ¥ 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 o} o} Tidak ada
tangga kegiatan fagilitasi
penerima ganti hak atas
kegiatan tanah dan/atan
layanan yang bangunan
belum berdasarkan
mendapatican rencana
fasilitasi pemenuhan SPM
penggantian
hak atas
tanah
dan /atau
bangunan
berdasarkan
TENCHANR
pemenchan
S5PM
23 | Jumlah rumah ¥ (1} 0 0 0 Q 0 0 Tidak ada ramah
anggs tAnNgEt yang
penertma menerima layanan
keeglatan subsidi sewa
layanan berdasarkan
subsidi nang rencana
sewa pemenuhan SPM
herdasarkan
rencana
pemenuhan
SPM
24 | Jumlsh rumah " 0 0 0 0 i ] ] Tidak terdapat
tangga kegiatan
penerima penyediaan
kegiatan rumah layak huni
layanan yang berdasarkan
telah rencans
mendapatkan pemenuhan SPM
penyediaan peda tahun 2023
rumah layak
huni
berdasarkan
TENCcana
pemenithan
SPM
25 | Jumiah rumah v | 0,00 | ooo | 0,00 | 0,00 [ 0,00 74 74 Lokasi 74KK
lEngEs tersebar di 23
penerima Kelurahan dan &
layanan belum Kecamatan.
mendapatkan Tahun 2023
penyediaan terdapat 74 unit
rumah rumsh yang harus
pemenuhan di fasilitasi dan di
SPM  layak muat dan
huni dipetakan selama
berdasarkan 5 tahun dalam
TEnCHNR Rencana Aksi
e ——, Daerah SPM Kota
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10

11

12

Balikpapan. Pada
tahun 2023

direncanakan
rumah yang
terkena bencana
alam akan
menjadi 59 unit
akan di sediakan
rumah layak huni
sebanvak 15
rumah

26

Jumlah total
luasan [Ha)
pengadsan

tanah

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Tidak terdapat
kegiatan
pengadaan tanah
untuk relokasi
pada tahun 2023

27

Jumiah luasan
(Ha} kawasan
permukiman
kumuh < 10

Ha

3,99

0,00

29,92

apaian
Pengurangan
Kumuh Kota
Balikpapan Tahun
2023 seluas 3,99
Ha. Luas Kumuh
di Kota
Balikpapan per
Tahun 2023
seluas O Ha
(SK.Walikota
Tahun 2020,
namun erbit
SK.Walikota
Nomeor : 1B8.45-
20372023
Tentang Hasil
Peninjauan Ulang
Penetapan Lokasi
Perumahan
Kumuh dan
Permukiman
Kurmuh di Kota
Balikpapan
dengan Luasan
Kumuh baru
seluas 29,92
tabun 2023
terdapat
PCOanganan
kawasgan kumuh
seluas 3.99 Ha
ks sisa luasan
knwasan kumuh
seluas 25.93 Ha

28

Jumlgh unit
peningkatan
kualitas RTLH

251,

100

250

Bantuan Stimulan
Peninghkatan
Kualitss Rumah
Tidak Layal Huni
bersumber dari
dans APBD Tahun
2023 Kota
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10 11 12

Balikpapan
scbanyak 100 unit
rumah penerima
bantuan untuk
perbaikan /pening
katan kualitas
berupa bantuan

aosial barang

sepert
Material /Bahan
Bangunan sebagai
stimulan kepada
masyarakat
berpenghasilan
rendah (MBR)
yang menerima
bantuan untuk
berswadaya
SECATE
berkelompok
BOLONE-rOyong
me
perbaikan
mAasmng-masing
rumsh secara
bergantian.
29 Jumiah ¥ 49.9 78,9 103, 128, 153, 3,99 11,08 Pekerjan
fuasan (ha) 1 (4] ag 90 30
Penanganan Sistem Sanitasi
infrastruktur Permulkiman
kawasan Kumuh di
kumuh Kelurahan Damai
berupa
Pembangunan

-phef|

202539 Jumlah rumah

formal dan

swadaya tahun

2022 dan

pendatann RP3KP

tahun 2022

ET] Jumtah unit + 26 355 251 499 3a9 100 250 11 Kelurahan
PK RTLH Penerima

Bantuan Stimulan

30 | Jumlah rumah N 0,00 | 0,00 | 000 | 000 0,00

di kab/kota

Kualitas Rumah
Tidak Lavak Huni
(BSPKRTLH)
Tahun 2023 :

1. kelurahan
karang rejo

2. kelurghan
karang jati
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No Indikator EFM/ | IE Target Renstra SKPD Realisasi Proye | Catatan Analisis
K Capaian ksi
stand Tah | Tahu | Tahu | Tahu | Tahu Tahun Tahun
ar an n n n n 2023 2024
nasio 202 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
nal 2
1 2 a3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
3. kelurahan
Eunung sari ulu
4, kelurahan
sumber rejo
5. kelurahan
sungai nangka
6. kelurahan bara
ilir
7. kelurahan
manggar baru
8. kelurahan
karang joang
9. kelurahan
damai
10. kelurahan
prapatan
11. kelurahan
kdandasan ili
32 Jumlah | 5565 | 5210 | 4959 | 4460 | 4071 351 258 Jumlah Data
rumah tidak Bascline Rumah
layek huni Tidak Layak Huni
yang akan
ditangani di Kota
Balikpapan sesuai
Targel Rensira
Digperkim
33 Jumiah v N/A NfA NfA NiA N/A o o Belum dilakukan
Tumah vang pendataan
tidak dihum
34 Rasin ramah ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202539:249
dan KK T48
as Jumlah W 13176 | 18176 | 2MT6 | W16 | INTh 2430 109 unit Rumah
rumah Swadaya
pembangunan
baru 131 unit Rumah
Formal
a6 Jumlah A 35504 | 37300 | 3916 41123 23170 40963 2446 Perumahan
perumahan yangterfasilitasi
yang PSU
terfasilitasi dandiserahkan ke
PSU Pemerintah Kota
37 Jumlah unit o | 225 [ 43145 | 48BTD | B3T60 | HH36 116.014 jumlah unit
rumah vang unit rumah yang
sudah terlayani
difasilitas] air
TOITILIT s.d akhir wwhun
2022 = 115.049
unit
tahun 2023 = 965
unit
38 Jumlah unit A 4] 4] 0 0 7] 202539 Jumlagh rumah
rumah yang eksisting Kota
terfagilitasi Balikpapan tahun
jalan 2022
lingkungan
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sPM/ | 1K Target Renstra SKPD Realisasi | Proye | Catatan Analisis
K Capaian kesi
stand Tah | Tahu | Tahn | Tahu | Tahu Tahun Tahun
ar un n n n n 2023 2024
nasio 202 023 | 2024 | 2025 | 2026
nal 2
1 2 3 4 5 6 T B E] 10 11 12
39 Jumlah unit \ | 0 0 0 0 W] o 0 Kewenangan SPM
rumah yang Akses Sanitasi
terfasiliasi [On Site /OIT Site)
akses sanitusi Tahun 2023
[on =ite / off sudah di Dinas
site) Pekerjaan Umum
Kota Balikpapan
40 Jumlah \J 4] o 0 0 o 6 6 Perumahan yang
perumahan telah diserahkan
yang kepada
terfasilitasi Pemerintah Kota
RTNH Balilc n
41 Jumlah unit v 0 0 0 0 o 40755 Jumlah rumah
rumah yang ckaisting Kota
terfasilitasi Balikpapan tahun
akses PJU 2023
42 Jumlah Bl iza | 122 | 122 122 | 122 o 0 Tidak ada
pengembang pengembang yang
yang yang tersertifikasi
tersertifikasi di tahun 2023
43 Jumlah v 122 | 122 | 122 | 122 122 ] [¥] Tidak ada
pengembang pengembang yang
yang yang terregisirasi
terregistrasi di tahun 20223
karena TIM SRP2
belum terbentule
44 Jumlah X 50 50 50 50 50 16 50 13 Perusahaan
pengembang Pengembang
yang
mendapal 3 Asosiasi
penyuluhan Perumahan
atay pelatihan
45 | Jumlah Warga + [{] ] 0 0 V] 7] 7] Tidak terdapat
Negara korban update datn
bencana yang
memperoleh
rumah layak
huni
46 | Jumlah Warga 7 0 4] o] 0 0 [} [} sesuai pendataan
Negara yang SPM Tahun 2023,
terkena tidak terdapat
relokasi akibat masyarakat yang
Program harus direlokasi
Pemerintah
Daerah
kabupaten/ko
La yang
memperoleh
fazilitasi
penyediaan
rumah yang
_layak huni
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No Indilkator EFPM/ | IK Target Renstra SKPD Realisasi Proye | Catatan Analisis
K Capaian kesi
stand Tah | Tahu | Tahn | Tahu | Taho Tabhun Tahun
ar un n n n a 2023 2024
nasio 202 | 2023 | 2024 | 20256 | 2026
mal 2
1 2 3 4 5 [ T B 9 10 11 12
47 Persentase 1 | 275 | 257 | 245 | 222 | 2.01 16,81 0,26 Tahun 2023
rumah tangga terdapat 3,99
kumuh penaganan
perkotaan. kumuh, terdapat
8K kumuh baru
tahun 2023
sebesar 29,92
untuk di bawah
10 Ha
48 Proporsi N |972 | 974 | 975 | 97.8 | 979 99,583 99,495 Terdapat 351
rumah tanggs 3 a 5 B 9 rumsah tidak layak
vang memiliki huni
akses
terhadap
hunian yang
layak dan
terjanghkau.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan tujuan untuk melihat

keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran.
Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai
efisiensi dan efektifitas dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM),
dana, sarana, prasarana, metode kerja dan hal-hal lain vang terkait.

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau

melihat keberhasilan dan kagagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsi serta kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan

datang.

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir.
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a. Realisasi Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis,
IndikatorKinerja Utama
Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023
No Sasaran Indikator | Satuan Data Realisasi %
Strategis Kinerja Capaian Peningkatan
pada Tahun JPenurunan
Awal 2022 | 2023 | yopun2022
Perencanaan
{2021)
1 2 3 4 5 6 7 11 =(6-
5)/5*100)
1 Meningkatnya | Persentase Persen 0 0 98.83% (terdapat
cakupan pemenuhan revisi rumus
rumah layak kebutuhan indikator
huni rumah layak tahun 2023)
huni
2 Meningkatnya | Persentase Persen 16.7 2197 12.18 -80.38
Prasarana. unit rumah
Sarana dan yang sedang
Utilitas terbangun
Umum vang | terfasilitasi
memadai PSU
3 Berkurangnya | Persentase Persen 0 3419 36.8 7.09
luas kawasan | berkurangnya
kumuh luas kawasan
kumuh
4 Meningkatnya | Nilai Sakip Nilai N/A 7457 72.55 -2.78
Kualitas DISPERKIM
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah ]
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Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini
adalah tahun kedua realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana
telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Tahun 2021-2026, sehingga indikatorkinerja yang dibandingkan
adalah antara tahun 2023 dengan tahun 2022,

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat
dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2022 yaitu :
a. Terdapat peningkatan trend realisasi pada indikator kinerja sebagai
berikut:

1} Presentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bahwa
terdapat perubahan rumus hitung yang sebelumnya perhitungan
berdasarkan jumlah rumah layak huni yang disediakan,
difasilitasi oleh Kota Balikpapan melalui penyediaan rumah
korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi
program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan kemudian
ditambah terkait dukungan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH), sehingga pada tahun 2022 tidak terdapat capaian kinerja
karena tidak ada rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi
oleh Kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban
bencana,rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi
program. Pada tahun 2023 terdapat kegiatan Bantuan Stimulan
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari
dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit
rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas
berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan
sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara
berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-
masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan
Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak
Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1.Kelurahan Karang
Rejo 2. Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4.
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Kelurahan Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6.
Kelurahan Baru [lir 7. Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan
Karang Joang 9. Kelurahan Damai 10. Kelurahan Prapatan 11.
Kelurahan Klandasan Ilir.

2) Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh, dikarenakan
berdasarkan Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh
Tahun 2024 Tingkat Kota Nomor 663/0018/Disperkim, bahwa
capaian pengurangan kumuh Kota Balikpapan Tahun 2023
sebesar 3,99 Ha sehingga sisa luas kumuh Kota Balikpapan
menjadi 100,70 Ha dengan dasar Surat Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan
Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Kota Balikpapan dengan luas 104,69 Ha. Pada tahun
2023 tidak ada intervensi penanganan dari Provinsi dan Pusat
sehingga perngurangan luasan Kawasan kumuh kurang optimal.

b. Terdapat indikator kinerja mengalami trend penurunan yaitu:

1) Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU,
hal ini dikarenakan terdapat perubahan rumusan dimana yang
sebelumnya mengukur persentase unit rumah yang sedang
dibangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit ramah
di dalam perumahan formal, menjadi Mengukur persentase unit
rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit
rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah
keseluruhan unit rumah dalam perumahan vang sedang maupun
sudah dibangun oleh pengembang,/ developer yang terfasilitasi
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) wyang telah
diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita
acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di
dalam perumahan formal. Pada tahun 2022 data aperhitungan
PSU dalah data PSU belum diserahkan ke Pemerintah Daerah
dan untuk tahun 2023 PSU yang sudah di serahkan ke
Pemerintah Kota Balikpapan.Pada tahun 2023 baru sebesar 4963

unit rumah dalam perumahan yang difasilitasi PSU yang
e TE—— e e e e e e e R
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diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari total 40,152 unit
rumah.

2) Nilai Sakip DISPERKIM, nilai SAKIP dalam LHE atas SAKIP Dinas
Perumahan dan Permukiman tahun 2022 mengalami penurunan
yang semula tahun 2021 sebesar 74,57 di tahun 2022 menjadi
72,55. Komponen penilaian turun pada komponen Perencanaan
Kinerja.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target
Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Capaian kinerja sasaran ini diperoleh dengan membandingkan
realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka

menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026
seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Utama yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra
No Sasaran Indikator Batuan | Realisasi | Target Tingkat
Strategis Kinerja 2023 Akhir Kemajuan
2026
2 3 - 5 (5] 7=5/6*100

Meningkatnya Persentase Persen 99 83 100 ag.R3
cakupan pemenuhan
rumah layak kebutuhan
huni rumah layak

hum
Meningkatnya | Persentase Persen 12.18 36.42 33.944
Prasarana, unit rumah
Sarana dan yang sedang
Utilitas Umum | terbangun
yang memadai | terfasilitasi

FSU
Berkurangnya Persentase Persen 36.8 100.00 36.8
luas kawasan berkurangnya
kumuh luas kawasan

kumuh

h
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| No Sasaran Indikator Satuan | Realisasi | Target Tingkat
Strategis Kinerja 2023 Akhir Kemajuan
2026
1 2 3 3 5 6 7=5/6°100
4 Meningkatnya Nilai Sakip Nilai 72.55 80.00 ap.69
Kualitas DISPERKIM
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan

tahun pertama Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Balikpapan dari 4(empat) indikator kinerja utama belum seluruhnya

mencapai target jangka menengah pada Renstra, hal ini dikarenakan baru

pelaksanaan tahun kedua dalam target indikator kinerja jangka menengah

pada Renstra, selanjutnya akan akan terus ditingkatkan ecapaian target

kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

3.2.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasiomal/ Lainnya

Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun ini

dengan standar nasional/ lainnya.

Adapun perbandingan

capaian kinerja

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman Kota Balikpapan dengan standar nasional adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

Persentase

pemenuhan
kebutuhan rumah

i layak huni
Meningkamya Persentase unit
Prasarana, Sarana rumath yang sedang
dan Utilitas Umum terbangun

yang memadai

terfailitas PSU

Persen

Persen

99.83

12.18
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0,00

0,00

tidak dapat

diperbandi
ngglkan

tidak dapal

diperbandi
nghan




Realisasi

Realisasi

2023 Nasional

2023

Sasarnn Strategis Indikator Kinerja | Satuan

-——--_
36.8

Mengurangi luas Perseatane udak dapat
e Ltanih ::I::‘nuxmyﬁdﬁu Persen 0,00 diperbandi
Meningkatnya Nilai Sakip 72.55
Kualitas DISPERKIM tidak dapat
Akuntabilitas Nilai 0,00 diperbancdi
Kinerja Instansi ngkan
Pemerintah

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Disperkim Kota

Balikpapan tidak dapat diperbandingkan.

3.2.5 Analisis Penyebab Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau
Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi vang telah
dilakukan

Pada sub bab ini menguraikan analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menyajikan tabel sebagai
berikut:

Tabel 3.9
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Re

Sasaran Indikator apai &1 = Se rlrzng Rendah
Strategis Kinerja Ya) | |b5,ﬂ % (50,01%

< TS "..I | < 65 %)

- Persentase
Meringiatnys. oo
rumah layak kebutuhan 100 v
e rumah layak
huni : :

huni
Meningkatnya P&'.:'mme
P ' ;:mgrumnhg
2 Sarana d angs .
g terbangun 83.98 ¥

Utilitas Umum 8 ,
yang memadai ;ﬂsfi?ﬂlhlam
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2 Persentase
Mengriiang: berkurangnya

3 luas kawasan 71.49 v
luas kawasan
kumuh ol
Meningkatnya
Kualitas
Akuntabilitas Nilai Sakip 96.73 v
Kinerja DISPERKIM 1
Instansi
Pemerintah

Tabel diatas menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian kinerja
Dissperkim Kota Balikpapan Tahun 2023 dinyatakan berhasil. Adapun
analisa penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai
berikut:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur
persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi cleh kota
Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi
rumah korban bencana atau relokasi program dan pemberian bantuan
RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur
dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni, Rumus
perhitungan sasaran ini adalah

Jumlah penyediaan rumah layak

Persentase rumah layak huni
huni = el Jumlah total unit rumah Kota X 100%
Balikpapan
= =202188
—_ X100 %
202.539
= 99.83%

Pada  tahun 2022, Berdasarkan hasil pendataan rumah yang
terdampak pada tahun 2022 terdapat 74 unit yang terverifikasi untuk
dilakukan penanganan pada tahun mendatang dari 225 unit rumah
terdata dengan Pendataan By Name By Address (BNBA) yang valid yang
rencana dilaksanakan di tahun 2023 namun tidak terlaksana karena
belum terdapat SK Penetapan Bencana. Pada tahun 2023 tidak terdapat
pemberian bantuan layak huni bagi korban bencana dan rehabilitasi
rumah korban bencana atau relokasi program karena tidak

terdapat bencana. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan bantuan

LKJIF DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 T



Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber
dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah
penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa
bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai
stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR] yang
menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-
royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara

bergantian.

2. Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.
Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun
terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit
rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU dan diserahkan ke
Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun
terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam
perumahan vang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/
developer yvang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan
berita acara serah terima PSU Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di
dalam perumahan formal.

Jumlah unit rumah yang
Persentase unit rumah sedang dibangun

vang sedang terbangun terfasilitasi PSU 5 100
terfasilitasi PSU = Jumlah total unit rumah %
Kota Balikpapan
i 4963
——— X100 %
40.755
= 12.18 %

Target kinerja sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum yang memadai Tahun 2023 adalah sebesar 12.18% dengan
capaian sebesar 83.98%. terdapat 40.755 unit rumah dalam
perumahan yang telah dibangun namun baru 4963 yang telah
diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Tumbuhnya perumahan di
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Kota Balikpapan di dukung oleh peningkatan iklim investasi di kota
Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang
berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan
mengakibatkan peningkatan vang signifikan terhadap rumah yang
terfasilitasi PSU. Laju pertumbuhan penduduk memicu backlog
perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan sehingga dibutuhkan
hunian untuk masyarakat dan pegawai yang cukup banyak. Sektor
perumahan merupakan sektor yang bertumbuh positif karena memiliki
efek berganda multiplier effect yang dapat menghidupkan 174 sub
sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan,
transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, financial,
teknologi, dan perdagangan. Bertumbuhnya sektor perumahan selain
karena peningkatan iklim investasi sebagai dukungan terhadap IKN di
Kalimantan Timur, juga didukung oleh adanya program sejuta rumah
Kementrian PUPR yang menjadikan terfasilitasinya masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah yang
terfasilitasi PSU dengan baik. Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU
tidak serta merta lepas dari pengawasan Disperkim Kota Balikpapan
dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target
kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara
pengembang perumahan dan Disperkim sebagai leading sector bidang
perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan
vang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan Disperkim
dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta
evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.

3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase
berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh
Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur

dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas
kawasan kumuh,
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Jumlah Luasan Kawasan
Persentase berkurangnya Kumuh Kota ditangani
luas kawasan kumuh= Jumlah Luasan Kumuh sesuai
SK Kumuh Walikota BPN

56,44 Ha
= 153, 30 Ha X 100 %

X 100 %

= 36.82 %

Target kinerja pengurangan luasan kawasan kumuh pada Tahun
2023 adalah sebesar 3,99 Ha. Target Penanganan kumuh tersebut
ditangani oleh penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan
kumuh dibawah 10 Ha namun tidak terdapat intervensi
darinPemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas
15 Ha dan Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha .
Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh
dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan
melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan
Damai , Kecamatan Balikapapan Kota sehingga total capaian
penanganan kumuh sebesar 56,44 Ha

4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh
Inspektorat Kota Balikpapan dengan nilai 72,55. Evaluasi dilaksanakan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota
Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 72,55 dengan
Predikat BB (Sangat Baik]. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP
sudah baik, namun masih perlu adanyva perbaikan dan komitmen
dalam manajemen kinerja.
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adalah sebagai berikut:

Adapun faktor-faktor penhambat dan pendorong capaian kinerja

No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1 | Meningkatnya Adanya kerja sama dengan tidak terdapat fasilitasi

cakupan perangkat daerah dan penyediaan rumah layak

rumah layak instansi terkait huni bagi masyarakat

humi terkena bencana dan
relokasi program
pemerintah
kabuapten/ kota, karena
tidak ada bencana yang

ditetapkan sebagai
kejadian bencana.

Tersusunnya Pembuatan
Naskah Akademik Perda
RP3KP

Belum disusunnya SPM
Urusan perumahan

Terlaksananya Sosialisasi
Standar Teknis i
dan Rehabilitasi Rumah
kepada
Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap Bencana

belum ada SK Penetapan
Bencana yang dijadikan
dasar untuk memberi
bantuan atau fasilitas
rumah korban bencana
dan atau relokasi korban
pemerintah.

Terlaksananya Sosialisasi
Pengembangan
Perumahan Baru dan
Mekanisme Akses
Perumahan KPR-FLPP

Belum tersedianya data
perumahan dan data
rumah di kawasan rawan
bencana yang ter-update

adanya kerjasama dengan
Fasilitator Lapangan (TFL)
Rehabilitasi dan
pembangunan Rumah
Bagi Korban Bencana

Banyak calon penerima
belum memenuhi kriteria
dikarenakan status
lahan dan bangunan

Tersusunnya Naskah
Akademik dan Rancangan
Peraturan Perwali
Petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Dampak Bencana

pada tahun 2023
pekerjaan yang
dilaksanakan adalah
Pendataan Rumah Sewa
Milik Masyarakat,
Rumah Susun dan
Rumah Khusus dengan
output kinerja berupa
Legalisasi dokumen
(Naskah Akademik],

Tersusunnya Site Plan /
DED Bagi Rumah Korban
Bencana

belum ada SK Penetapan
Bencana yang dijadikan
dasar untuk memberi
bantuan atau fasilitas
rumah korban bencana
dan atau relokasi korban
pemerintah.
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No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat

8 | Adanya Peraturan Daerah | 8 | belum sesuainya

Kota Balikpapan Nomor 7 perencanaan perumahan

Tahun 2011 Tentang dengan data

Rumah Susun topografi/ kontur
kawasan perumahan dan

data kepemilikan lahan,
adanya alih fungsi

pemanfaatan lahan non
komersial di dalam
kawasan perumahan,
rendahnya pelaksanaan
PENgawWHSAT
pengembangan
perumahan
9 | Adnava Peraturan Daerah 9 | belum adanya DED
Kota Balikpapan Nomor 8 untuk pembangunan
Tahun 2023 Tentang Pajak rumah baru sebagai
Daerah Dan Retribusi dasar pembangunan
Daerah yang mengatur untuk pembangunan
tarif sewa retribusi baru
rusinawa
10 | Adanya aplikasi 10 | tidak terdapat bencana
SIMRUSUN untuk vag ditetapkan sebagai
pengelolaan peenerimaan kejadian bencana

sewa retribusi rusunawa
11 | Pengembangan Aplikasi 11 | Belum ada kesediaan
Master Data Perumahan calon penerima untuk
menerima bantuan
pembangunan akibat
dilaksanakan secara
swadava

12 | Terlaksananya Koordinasi | 12
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor

Perumahan
13 | Terlaksananya Rapat 13 | Belum terbentuknya
KoordinasiPeningkatan Perhimpunan Pemilik
Kualitas Perancanaan dan Penghuni Satuan
Plﬁ'l.lﬂ‘mhﬂn dan Rumah Susun (PASRS) di
Lingkungan RUSUNAMI
14 | Terlaksananya Sosialisasi 14 | Kurangnya SDM di UPTD
Sertifikasi Pengembang Rusunawa
Pengembangan
| Perumahan
15 | Tersusunnya [Review) 15 | Terdapat kondisi gedung
Siteplan Perumahan PNS Rusunawa yang tidak
Km 7,5 Kel Graha Indah layak huni
16 | Kurangnya informasi
kepada masyarakat
terkait data perumahan
yang berizin

17 | Masih adanya

masyarakat yang

LKJIP DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023




Ne

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

membeli rumah tidak
berizi

18

Belum adanya data
perumahan terintegrasi
berbasis sitem informasi
yang dapat diakses
masyarakat

Berkurangnya
Iuas kawasan
kumuh

Adanya kerjasama dengan
perangkat daerah dan
instansi terkait dalam

penanganan kawasan
kumuh kota

tidak adanya intervensi
penanganan kumuh dari
Pemerintah Provinsi
untuk luasan di atas 10
Ha dan Pemerintah
Pusat untuk luasan
diatas 15 Ha pada tahun
2023

2 | Kolaborasi dan sinergi 2 | tidak adanya intervensi
antarg perangkat daerah penanganan kumuh dari
dan instansi terkait Pemerintah Provinsi
(POKJA Perumahan dan untuk luasan di atas 10
Kawasan Permukiman Ha dan Pemerintah
(PKP) Kota Balikpapan) Pusat untuk luasan

diatas 15 Ha pada tahun
2023.

3 | Tersusunnya Penyusunan 3 | Pada tahun 2023 terbit
Kajian Pendataan dan Kembali SK kumuh baru
Verifikasi Kumuh pada 11 seluas 104.69 Ha
Kelurahan Kota berdasarkan SK Walikota
Balikpapan Balikpapan Nomor

188.45-203/2023
Tentang Hasil
Peninjauan Ulang
Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Kota Balikpapan, bahwa
terdapat penetapan
jumlah lokasi dan luasan
berdasarkan kegiatan
RPZKPKPK Tahun 2022

4 | Terlaksananya kegiatan 4 | Masih terdapat kawasan
Pembinaan Kelompok Kumuh dan Potensi
Swadaya Masyarakat munculnya Kawasan
(KSM) atau Kelompok kumuh Baru
Pemanfaat dan Pemelihara
(KPP} Kota Balikpapan

5 | Terlaksananya 5 | Masih terdapat Rumsah
Penanganan Sistem Masyarakat yang Tidak
Sanitasi Permukiman Layak Huni di Kota
Kumuh di Kelurahan Balikpapan

Damai
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No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Terlaksananya Bantuan Belum tersedianya data
Sosial Barang Bantuan lengkap rumsah tidak
Stimulan Peningkatan layak huni yang
Kualitas Rumah Tidak terverifikasi dan update
Layak Huni sebanyak 100 periodik secara digital
unit
Adanya kerjasama dengan Pada tahun 2023 tidak
Tenaga Fasilitator terdapat Program
Lapangan / Tenaga Perumahan Dan
Pendamping / Surveyor Kawasan Permukiman
Bantuan Stimulan Kumuh dalam renja dan
Peningkatan Kualitas DPA tahun 2023.
Rumah Tidak Layak Huni

Pada tahun 2023 tidak
terdapat kegiatan
Pencegahan Perumahan
dan Kawasan
Permukiman Kumuh
pada Daergh
Kabupaten { Kota dalam
renja dan DPA tahun
2023.

3 | Meningkatnya Terdapat 6 PSU Terdapat Pengembang
Prasarana, perumahan yang belum mengajukan
Sarana dan dilakukan permohonan penyerahan
Utilitas Umum peningkatan/ pemeliharaan PSU
yang memadai , yaitu perumahan Kumala

Residence 4, Kumala
Residence 5, Sepinggan
Pratama, Taman Sari
Bukit Mutiara,
Balikapapan Permai,

Balikpapan Baru terhadap

288 jumlah lingkungan
perumahan berdasarkan
pada Renstra

adanya Perwali 22/2014 ;
Perwali 16/2018

Belum intensifnya
pelaksanaan monitoring
pemanfaatan PSU

Terlaksananya Sosialisasi
Penyerahan PSU
Perumahan

Tingkat penyerahan PSU
ren

Adanya Erjasama dengan
para pengembang
perumahan, perangkat
daerah dan instansi/
lembaga terkait

Proses Penyerahan PSU
masih njlimet

Data kurang update dan
informatif

Keterbatasan layanan
perbaikan lampu PJU
dilearenakan belum ada
peralatan yang memadai
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No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat

7. | Masih terdapat kawasan

perumahan yang belum
terlayani
PSU yang memadai
4 | Meningkatnys I | Komitmen pimpinan untuk | 1 | Belum seluruh pegawai
Kualitas pencapaian targei kinerja memahami dokumen
Akuntabilitas perencanaan perangkat
Kinerja daerah
Instansi
Pemerintah
2 | Koordinasi dan kerjasama 2 | Pengukuran kinerja
yang baik secara internal belum dilaksanakan
dan eksternal perangkat tepat waktu karena
daerah terkait adanya data kinerja yang
tidak tersediasecara
realtime

3 | Analisa dan evaluasi
capaian kinerja belum
dilakukan secara intensif
4 | Adanya perubahan
peraturan yang
menyebabkan perubahan
sasaran, mdikator dan
target kinerja kinerja
program penunjang,

3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud
adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas
Perumahan dan Permukiman tahun 2022. Pengukuran efisiensi
anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait
pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat
Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai
berikut:
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T, ((PARi x CKi) — RAKT)

E X 100%
I (PAKi x CKi)
Keterangan:
E : Efisiensi
CKi - Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKI : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)
Tabel 3.10.
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pada dinas perumahan dan
permukiman kota Balikpapan
No Susmrun Indilkeator Kinerjn Amggaran Tingkat
Strategis Kinerjn Efisiensi
(L3]
Target | Realis | Capaian Pagu Realisasi Capaia
asi ] n (%)
1 2 3 4 5 6 7 [ 9 10
1 Meningkatnya Perseninse 89 83 9983 10 T7.38 2162
cokupan rumah | pemenubon 7,904,553, 500.00 6,116,719 568.00
Izyak huni kebutuban
rumah layak
huni
2 | Meningkatnya Persentise 145 12.18 84 4,692,025,137.00 94,70
Prasarana, unit rumath 4,954 85530000
Sarang dnm yang sedang
Utilitas Umum | terbangun
yang memadai terfasilitasi
PSU
3 Mengurangi Persentise 51.47 68 T1.49 3.981.926.232.00 95,59
Tuns knwasan berkurnngnya 4. 165,648, 804100
kumuh hins kawasan
kumuh
4 | Meningkamya | Nilai Sakip 75 7335 96.73 9,079,551.966.00 82.55 17.45
Kualitas DISPERKIM 10,998,758, 868.00
Akuntahilitas
Kinerjn Instansi
Pemerintah
Juminh 88.05 IB,013.816,668.00 | 23870,222,.903.00 8518

Analisis Tingkat efisiensi merupakan penggunaan anggaran
dibandingkan dengan capaian kinerja Pada Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan menunjukkan bahwa penyerapan
anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan
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Permukiman sudah relatif baik meskipun terdapat anggaran yang
tidak terserap seluruhnya. Efisensi anggaran dan efektivitas
penggunaan dana dikatakan efisiensi jika capaian kinerja telah
mencapao 100% atau lebih dengan anggaran yang mencukupi.

Pada tahun 2023 Disperkim Kota Balikpapan terdapat efisiensi
pada sasaran “"Meningkatnya cakupan rumah layak huni sebesar
100% telah tercukupi oleh anggaran Rp. 6,116,719,568.00 dan
memiliki capaian penyerapan anggaran 77.38 %, Tingkat efisiensi
sebesar 22.62 %, dengan Program Pengembangan Perumahan, kegitan
dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan dengan capaian realisasi anggaran dengan kriteria" sangat
tinggi", vaitu:

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran
scbesar 99,60%,

b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan
realisasi anggaran sebesar 89,29%,

c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah
Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan serta Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar
82,23%

2. Kegiatan dengan kriteria capaian realisasi anpggaran" sangat rendah "
yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan realisasi 24,45%
dikarenakan idak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni
bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah
kabuapten, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai
kejadian bencana. Adapun kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan
sebagai berikut:
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a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (kriteria
capalan anggaran sangat rendah).

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah
Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi dengan
target 5 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya
realisasi rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan
tidak terdapat bencana yag ditetapkan sebagai kejadian bencana
sehingga realisasi anggaran hanya 10.83% yang terdiri dari
belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover , bahan komputer
dan belanja cetak penggandaan.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering
Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/KotaPembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum
dan/atau Rumah Khusus. (kriteria capaian anggaran sangat
tinggi).

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Site Plan
dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban
Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program
Kabupaten /Kotadengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.
Realisasi anggaran sebesar 98,35% dari target Rp. 100.000.000
atau sebesar Rp.98.354.880.

c. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana .
(kriteria capaian anggaran rendah).
Indikator Kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan target
10 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya realisasi
pembangunan rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak
terdapat bencana yag ditetapkan sebagai kejadian bencana
sehingg realisasi anggaran sebesar 15.68 % dari total target
Rp.455.000.000 vang terdiri dari belanja pednukung saja seperti
belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover , bahan komputer
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dan belanja cetak pengpgandaan, dan telah tersusun Naskah
Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Dampak Bencana.

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan
Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Tahun 2023 memuat analisa Program/Kegiatan Yang
Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian
Kinerja) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 3.11
Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/HKegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis indikator Kinerfa Capalan (%) Program/Megiatan/ Sub Indikator Kinerja Capalan [%)
Kegiatan
2 3 4 5 B 7
Meningkatnya cakupan Persentase pemenuban 100,00 PROGRAM Persentase penyediaan E
rumah Layak huni kebutuhan rumah layak PENGEMBANGAN rumah layak huni bagi
huni PERUMAHAN masyarakat terdampak
korban bencana dan
relokas program
pemerintah
kabupaten/kota
Pandataan Penyediaan dan | Parsentase Rumah yang 100
Rehabliitasi Rumah Korban | telah dilakukan Pendatsan
Bencana atau Relokas Pendataan Penyediaan dan
Program Kesbupaten/Kota Rehabilitas) rumah korban
bencana atau relokasi
peogram kabupaten/kota
Pendotaan Rumah Sewa Jumlah Dokumen Pendataan 100
Mk Masyarakat, Rumah Rurmah Sewa Milk
Susun dan Rumah Xhusus Masyarakat, Rumah Susun
dan Rumah Khusus
Sosialisas dan Persiapan Persentase Masyarakat 0%
Panyadiaan dan yang bersadia di Relokasi
Rehabilitasi Rumah Korban | akibat Korban Bencana dan
Bencana atau Relokasi Relokasi Program
Program Kabupaten/Xota Pemerintah
Sovialisasi Standar Teknis Jumlah Orang/ Sukarelawan
Penyediaan dan Rehabilitas| | yang Menglikuti 5osialisasi
Rumah kepada Masyerskat/ | Standar Teknis Penyediaan
Sukarelawan Tanggap dan Rehabilitas: Rumah
Bencana Korban Bencana Kabupaten,

Kota
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capalan (%) Program/Keglatan/ Sub Indlkator Kinerjs Capalan (%)
Kegiatan
2 3 4 5 6 7
Sosiglisasl Pengembangan Jumlah Orang yang 100
Perumahan Baru dan Mengikuti Sosialisasi
Mekanisme Akses Pengembangan Perumahan
Parumahan KPR-FLPP baru dan Mekanisme Akses
Perumahan KPR-FLPP
Pembangunan dan Persentase Penyedizan dan -
Rehabilitasi Rumah Korban | Rehabilitasi Rumah Layak
Bencana atau Relokasi Huni bagi korban bancana
Program Kabupaten/Kota | atau Relokas Program
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagl tumiah Rumah Korban 0,00
Korban Bencana Bencana Kabupaten/ ¥ota
yang terehabilitasi
Penyusunan Site Plan Jumlah Site Plan dan/atau 100.00
dan/atau Detall Engineering | Detail Engineering Design
Design (DED) bagl Rumah {DED) bag iRumah Korban
Korban Bencana atau Bancana Kabupaten/ Kota
Relokasi Frogram atau yang Terkena Relokasi
Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah bag| Jumilah Rumah bagi Korban 0.00
Kaorban Bencana Bencana Kabupaten/Kota
yang Terbangun
Pembinaan Pengelalaan Persentase hunlan Rusun 89.89
Rumah Susun Umum milik pemerintah Kota yang
dan/atau Rumah Khusus terkelola
Fasilitasi Pengelolaan Iumlah Laporan Hasil 100.00
Kelembagaan dan Fasilitasl Pengelolaan
Pemilik/Penghuni Rumah Kelembagean bagi Pemillk/
Susun Penghiuni Aumah Susun
Penatausahaan Jumlah Dokumien 100.00
Pemanfaatan Aumah Susun Pemanfaatan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Urnum dany atau Rumah
Khusus Khusus
Penerbitan lzin Persentase Perumahan 2B.02
Pembangunan dan yang sesual rencana tapak
Pengembangan Perumahan
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian (%) Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capalan (%)
Kegiatan
1 2 3 4 5 1] 7
Koardinas: dan Sinkronisasl | Jumlah Laporan Hasil 100.00
Pengendalian Pembangunan | Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Pengembangan Pengendalian Pembangunan
Perumahan dan Pengembangan
Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasl | Jumiah Laporan Hasll 100.00
Kerja Sama Pemenntah Koordinasi dan Sinkronlsasi
Daerah dengan Badan Kerja Sama Pemerintah
Usaha (KPDBU) Perumahan | Daerah dengan Badan
Umum/Rumah Susun Lisaha (KPDBU) Perumahan
Umum umumy/ramah susun umum
Penerbitan Sertifikat Jumlah Rekomendasi
Kepamilikan Bangunan Teknis Sarusun yang
Gedung [SKBG) diterbitkan
koordinasi dan Sinkronisasl | Jumlah Laporan Hasll 100,00
Penerbitan Sertifikat Koordinasi dan Sinkronisasi
Kepemilikan Bangunan Panerbitan Sertifikat
Gedung (5KBG) Kepemilikan Bangunan
Gedung {SKBG)
2 Meningkatriya Persentase unll rumah 84,00 PROGRAM PENINGRATAN Persentase peningkatan P5U 100,00
Prasarana, Sarana dan | yang sedang terbangun PRASARMNA, SARANA DAN pada lingkungan perumahan
Utliitas Umum yang terfas/litas PSU UTILITAS LMUM (PSU)
memadal p
Urusan Penyelenggaraan Jumiah Luasan PSU yang 100,00
PSU Parumahan dibangun dan dipalihara
Perencanaan Penyediaan lumiah Dokumen 100,00
P5SU Perumahan Perencanasn Penyediaan
PAU Perumahan yang
disusun
Penyediaan Prasarana, lumlah penyediaan PSU 30,00
Sarana, dan Utilitas Umum melalul penerbitan
di Perumahan untuk rekomendasi siteplan
Menunjang Fungsi Hunlan perumahan
Koordinasi dan Sinkronisas | Jumlah Rapat Koordinach 100,00

dalam rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan

Penyediaan Prasarana,
Sarang, dan Utilitas Umum
Perumahan
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Sasaran Strategls Indlkator Kinerja Capaian (%) Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capaian (%)
Keglatan
2 3 4 5 & 7

Mengurangi luas Persentase berkurangnya 71.50 PROGRAM KAWASAN Luasan Kawasan Kumuh 130.23

kawasan kumuh fuas kawsasan kumuh FERMUKINVAN
Penataan dan Peningkatan | Jumlah Luasan (ha) 71.50
Kualitas Kswazan Penanganan infrastruliur
Permuliman Kumuh Kawasan Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
{sepuluh) Ha
Survel dan Penetapan lumlah Hasil Survei dan 100.00
Lokasi Perumahan dan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh permukiman Kurmuh
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana 100.00
Pencegahan dan Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
Parumahan Kumuh dan Parumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
Pembentukan/Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan 100.00
Kelompok Swadaya Ketompok Swadays
Masyarakat di Permukiman | Masyarakat di Pemukiman
Kumuh Kumuh
Peningkatan Kualitas Persentase kawssan 100.00
Kawasan Permukiman permukiman kumuh
Kumuh dengan Luas & dibawah 10 ha di
Bawah 10 (sepuluh) Ha kabupaten/kota yang

ditangani

Pemyusunan Rencana Tapak | Jumlah Rencana Tapak (site 100.00
[Size Plan) dan Detall plan) dan Detall Engineering
Englneering Design (DED) Design (DED) Peremaljaan,
Peremajaan/Pemugaran Pemugaran Permukiman
Permukiman Kumuh Kurmuh
Perbalkan Rumah Tidak Jumiah Rumah Tidak Layak 100.00
Layak Huni yang Diperbaiki
Pelaksanaan Pembangunan Luas Permukiman Kumuh 100,00
Pemugaran/ Peremajaan yang Diremajakan/ Dipugar
Permukiman Kumuh Kumuh
Pendataan dan Veriflkas Jumiah Dokumen Data 100.00
Penyelenggaraan Kawaian Permukiman Kumuh yang
Permukiman Kurmiuh Terverifikasi
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Sasaran Strategls Indikator Kinerja Capalan (%) Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capalan [3%)
Kegiatan
2 3 4 5 & T
Meninghatnya Kualitas | Nilai Sakip DISFERKIM 116,78 PROGRAM PENUNJANG IKM Internal Perangkat 96.73
Akuntabilitas Kinetja URUSAN PEMERINTAMAN Daerab
Instansi Pemerintah DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan KM Layanan Administrasi 103.19
Perangkat Daerah Keuangan Peranghat
Daerah
Penyediaan Gajl dan Jumlah Orang yang 12692
Tunjangan ASN Menerima Galji dan
Tunjangan ASN
Administrasi Umum XM Layanan Administrasi 104.72
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Penyedisan Komponen Jumlah Paket Komponen 100,00
Instalas| Listrik/Fenerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
izediakan
Penyediaan Bahan Logistik lumlah Paket Bahan Logistik 125.00
Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan | Jumiah Paket Barang 200.00
dan Penggandasn Catakan dan Penggandaan
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laporan 45250
Keordinast dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinas! dan Konsultasi
SKPD
Pengadaan Barang Milik XM Layanan Pengadaan 76.39
Daerah Penunjang Urusan | Barang Milik Dasrah
Pemerintah Caerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Jumiah unit Peralatan dan 416.67
Mesin Lalnnya Mesin Lalnnya yang
disediakan
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Sasaran Strategls Indikator Kinerja Capalan (%) Program/Keglatan/ Sub Indikator Kinarja Capalan (%]
Kegiatan
2 3 4 5 ] 7
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumiah Laporan Penyediaan 100.00
Menyurat Jaza Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan 100,00
Komunikasi, Sumber Daya lasa Komunikasi, Sumber
Air dan Listrik Diaya Alr dan Listrik yang
Disediakan
Penyediasn Jasa Pelayanan jumiah Laporan Penyediaan 100.00
Limum Kantor lasa Pelayanan Umum

Kantor yang Disediakan
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Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang
menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan
hal sebagai berikut:

I. Sasaran strategis Meningkatnya cakupan rumah layak huni
tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan
scbagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
Indikator kinerja program pengembangan perumahan
adalah Persentase penyediaan rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program
pemerintah kabupaten/kota. Target kinerja tahun 2023 sebesar
0.59%. Pada tahun 2023, realisasi indikator program ini adalah
sebesar 0%. Formulasi indikator sub kegiatan ini adalah untuk
menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh
Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Pada Tahun
2023 tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni
bagi masyvarakat terkena bencana dan relokasi program
pemerintah kabuapten/kota, karena tidak ada bencana yang
ditetapkan sebagai kejadian bencana namun telah dialokasikan
anggaran dalam DPA Dinas Perumahan dan Permukiman
Tahun 2023 untuk program tersebut.
Tingkat capaian anggaran program pengembangan perumahan
mencapai 77.38% dari pagu anggaran Rp.7.904.553.500,- dan
terealisasi Rp. 6.116.719.568,-
Program pengembangan perumahan terdiri atas beberapa
kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
Indikator kinerja kegiatan ini merupakan gambaran
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan
rakyat. Target kinerja kegiatannya adalah persentase rumah
vang telah dilakukan pendataan sebesar 27.58 % dengan
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capaian 100%. Nilai target merupakan rumusan dari
perencanaan terhadap rumah yang dilakukan pendataan
sebanyak 700 unit rumah dibandingkan dengan 2.538 unit
rumah di lokasi kelurahan Gunung sari ulu, Baru ulu dan
Prapatan yang mencukupi untuk pemetaan rumah di lokasi
rawan bencana dan relokasi di Kota Balikpapan.

Realisasi target kinerja adalah 0% dikarenakan pada
tahun 2023 pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pendataan
Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah
Khusus dengan output kinerja berupa Legalisasi dokumen
(Naskah Akademik). Namun pada tahun 2023 telah terdapat
pendataan rumah yang berada pada kawasan rawan bencana
dan penangganannya sebanyak 14.074 unit dengan rincian
7.146 unit pada daerah nsiko bencana longsor, 4.898 unit pada
daerah risiko rawan abrasi, 2.0230 unit pada daerah resiko
kebakaran hutan. Capaian realisasi keuangan kegiatan ini
adalah sebesar 96.60 % dari anggaran Rp.25.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp.24.900.000,- .

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota terdiri
dari beberapa sub kegiatan diantaranya :
1) S8ub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,
Rumah Susun dan Rumah Khusus. Realisasi keuangan
Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan
Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 96.60 % dari
anggaran  Rp.25.000.000,- dan  terealisasi sebesar
Rp.24.900.000,- . Sisa anggaran merupakan sisa kontrak
Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Naskah Akademik
Perda RP3KP.
Realisasi kinerja sub Kkegiatan ini adalah Jumlah
Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah
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Susun dan Rumah Khusus dengan target 1 dokumen dan
capaian target 100%

b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau  Relokasi  Program
Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan
dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
Kabupaten/Kota adalah persentase masyarakat yvang bersedia
di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program
pemerintah. Target Renja perubahan tahun 2023 adalah
sebesar 0,59 %. Target ini memiliki formulasi jumlah
masyarakat vang bersedia menerima bantuan rumah korban
bencana atau relokasi berdasarkan jumlah rumah korban
bencana/relokasi yang disediakan dibandingkan dengan
jumlah data rumah By Name By Address (BNBA) yang harus
berikan bantuan rumah korban bencana/relokasi atau target
15 rumah tangga dibagi jaumlah total rumah yang betrada
pada rawan bencana sebanyak 2538. pada tahun 2023 Tidak
terdapat penyediaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan
rumah korban bencana serta bantuan relokasi dikarenakan
tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana,
sehingga realisasi target masyarakat yang bersedia di berikan
bantuan adalah 0. Kegiatan ini memiliki capaian realisasi
keuangan sebesar 89.29% dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.126.650.000,- dari anggaran sebesar Rp.113.090.560,-.
Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1) Sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap Bencana.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang/

Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini memiliki capaian
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kinerja 100%, dari target 100 orang. Sosialisasi Standar

Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada

Masyarakat atau Sukarelawan tanggap bencana sudah

terealisasi pada 15 Juni 2023. Sub kegiatan ini memiliki

capaian realisasi keuangan sebesar 92,77 % dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.59.700.000,- dari anggaran
sebesar Rp.55.383.600,. Sisa anggaran merupakan sisa

Belanja Cetak dan Pengpgandaan Sosialisasi Standar Teknis

dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

2] Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru
dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

Sub kegiatan ini mempuyai indikator jumlah Orang
vang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru
dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP, dengan target
50 orang dan capaian 100%. Adapun realisasi keuangan
sebesar 86.19% atau realisasi sebesar Rp. 57.706.960 dari
target Rp.66.950.000,-. Terdapat sisa anggaran belanja
Kelengkapan Peserta Sosialisasi KPR-FLPP, belanja
honorarium dan transportasi akomodasi Sosialisasi
Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses
Perumahan KPR-FLPP.

c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 0.59% namun
realiasasi 0% dikarenakan tidak terdapat bencana yang
ditetaplan sebagai kejadian bencana di tahun 2023. Realisasi
anggaran tahun 2023 sebesar 24.45% atau Rp. 196.792.668,-
dari target anggaran Rp. 805.000.000, dengan kategori sangat
rendah. Hal tersebit dikarenakan tidak adanya realisasi
rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak

terdapat bencana yag ditetapkan sebagai kejadian bencana.
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Adapun kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai
berikut:

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah
Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang
terehabilitasi dengan target 5 unit namun terealisasi 0
dikarenakan tidak adanya realisasi rehabilitasi rumah bagi
korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yag
ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga realisasi
anggaran hanya 10.83% yang terdiri dari belanja alat tulis
kantor, belanja kertas cover , bahan komputer dan belanja
cetak penggandaan.

2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design
(DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/KotaPembinaan Pengelolaan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Khusus.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Site
Plan danfatau Detail Engineering Design (DED) bagi
Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1
dokumen dan terealisasi 100%. Realisasi anggaran sebesar
98,35% dari target Rp. 100.000.000 atau sebesar
Rp.98.354.880.

3) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Indikator kinerja sub kegatan ini adalah Jumlah
Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang
Terbangun dengan target 10 unit namun terealisasi 0
dikarenakan tidak adanya realisasi pembangunan rumah
bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana
vag ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingg realisasi
anggaran sebesar 15.68 % dari total target Rp.455.000.000
vang terdiri dari belanja pednukung saja seperti belanja
alat tulis kantor, belanja kertas cover , bahan komputer
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dan belanja cetak penggandaan, dan telah tersusun Naskah
Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Dampak Bencana namun belum dtetapkan.

d. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ataa

Rumah Khusus

Indikator kegiatan ini adalah persentase hunian rusun
milik pemerintah kota yang terkelola. Target kegiatan ini adalah
sebesar 70.83%. Target ini didapat dari rumusan target hunian
rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terisi sebanyak
544 hunian terhadap keseluruhan hunian di 9 rusunawa milik
Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak 768 kamar. Realisasi
dari target ini adalah sebesar 59,05 % didapat dari terisinya
489 hunian teradap keseluruhan hunian rusunawa yang
tersedia. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya
target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang
rusunawa dan terdapat rusunawa yang tidak layak di huni
karena kondisi lahan yang berbahaya atau miring. Adapun
Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar
77,25%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah
sebesar Rp.6.092.903.500,- dan terealisasi sebesar
Rp.5.009.983.993.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan

Pemilik / Penghuni Rumah Susun.

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan
Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan
bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun dengan target 1
dokumen dan tereakisasi 100%. Jumlah rumah susun yang
dikelola dengan target 4 (empat] unit rusunawa vang fisiknya

dilakukan peningkatan dan pemeliharaan terealisasi
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pemeliharaan dan peningkatan sebanyak 6 (lima) unit
rusunawa yang terdiri atas rusunawa Sepinggan I, Sepinggan
[, Perusda, Somber, Siaga dan Km 7. Realisasi keuangan
anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan Fasilitasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah
Susun adalah sebesar Rp. 3.764.814.399 dan terealisasi
sebesar Rp.4.272.903.500 dengan capaian realisasi sebesar
88.11%. anggaran yang terserap kurang optimal karena
kurangnya Peningkatan dan Supervisi Peningkatan Rusun
Somber.
2) Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Khusus
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen
Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah
Khusus dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.
Berdasarkan data keterisian hunian jumlah kamar
rusunawa yang terhuni dengan target kamar terhuni
sebanyak 544 kamar. Realisasi dari target ini adalah
terisinya 489 hunian teradap keseluruhan hunian rusunawa
yang tersedia. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi
tentang rusunawa dan terdapat gedung rusunawa yang
dalam kondisi tidak layak huni karena kondisi tanah yang
miring yaitu Rusunawa Manggar yang dapat membahayakan
jika dihuni. Realisasi keuangan sub kegiatan ini memiliki
capaian realisasi keuangan sebesar 68.42% yang didapat
dari perhitungan realisasi keuangan Rp. 1.245.169.594
terhadap anggaran sebesar Rp. 1.820.000.000,. Anggaran
yvang tidak terserap optimal adalah Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rusunawa, Belanja
Perabot Kantor Rusunawa, Belanja Pakaian Dinas Lapangan,
Belanja Internet Rusunawa, Belanja Insentif tenaga
Operasional dan tenaga keamanan non ASN Rusun serta sisa

belanja rutin gaji tenaga non ASN Rusunawa.
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e. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan.

Kegiatan ini memiliki indikator persentase perumahan yang
sesuai rekomendasi rencana tapak. Target indikator kegiatan
ini adalah sebesar 11.84% vang didapat dari 27 perumahan
yang sesuai rencana tapak terhadap 228 perumahan vang ada
di kota Balikpapan. Realisasi kegiatan sampai dengan tahun
ini adalah jumlah perumahan sesuai rekomendasi rencana
tapak yang diberikan adalah 10 perumahan yaitu baseline 2021
terdapat 7 perumahan sesuai rencana tapak dan 3 perumahan
sesual rencana tapak yang diterbitkan. Pada tahun 2023 ada 6
rekomendasi teknis yang diterbitkan. Sehingga capaian kinerja
sebesar 7,02 %. Ketidaktercapaian target dikarenakan
dilakukannya pengetatan kriteria dalam rekomendasi rencana
tapak dalam usaha mendukung pengendalian banjir Kota
Balikpapan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.
728.128.547 dari anggaran sebesar Rp.805.000.000,- atau
memiliki capaian keuangan sebesar 90.45%. Kegiatan ini
memiliki beberapa sub kegiatan , diantaranya adalah:

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan dengan target 1 dokumen
dan realisasi 100%. Capaian indikator ini adalah 100%.
Realisasi keuangan sub Kkegiatan ini sebesar Rp.
575.276.127,- dari anggaran sebesar Rp.650.000.000,- atau
memiliki capaian keuangan sebesar 88.50%. Terdapat
belanja yang realisasinya O yaitu Belanja Cetak Dan
Penggandaan, Perlengkapan Peserta Sosialisasi Sertifikasi

Pengembang Pengembangan Perumahan, Fotocopy Dokumen
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Rekomendasi Siteplan Perumahan, Dokumentasi Rapat
Koordinasi  Perencanaan dan  Pengendalian  Sektor
Perumahan,  Sosialisasi  Sertifikasi Pengembang -
Dokumentasi Pengembangan Perumahan Belanja Cetak
HAPERNAS 2023, Rapat Kerja Peningkatan Kualitas
Perancanaan Perumahan dan Lingkungan
(Piagam/Sertifikat), Bendera Beraneka Wamma Hapernas
2023, Fotocopy Materi Peningkatan Kualitas Ruang Kota
melalui Konektivitas Kawasan Perumahan, Rapat Kerja
Peningkatan Kualitas Perancanaan Perumahan dan
Lingkungan (Seminar Kit), Rapat Kerja Peningkatan Kualitas
Perancanaan Perumahan dan Lingkungan (Standing
Banner), Pembahasan Dokumen Siteplan Perumahan,
Peninjauan Lokasi Permohonan Siteplan Perumah, Seragam
Lapangan, Transportasi dan Akomodasi Narasumber Rapat
Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan, dan
Honorarium Hapernas 2023,

2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU]
Perumahan Umum/Rumah Susun Umum.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah
susun umum dengan target 1 dokumen dan realisasi sebesar
100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.
152.852.420,- dari anggaran sebesar Rp.155.000.000,- atau
memiliki capaian keuangan sebesar 98.61%. Terdapat
belanja dengan realisasi rendah yaitu belanja Fotocopy
Dokumen Penyusunan (Review) Siteplan Perumahan PNS Km
Tl
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f. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKGB).

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rekomendasi
Teknis Sarusun yang diterbitkan. Target indikator kegiatan ini
adalah sebesar 10 unit dengan realisasi 0. Ketidaktercapaian
target dikarenakan. Tidak terdapat penerbitan SKGB. Realisasi
keuangan kegiatan ini sebesar Rp.43.823.800 dari anggaran
sebesar Rp.50.000.000,- atau memiliki capaian keuangan
sebesar 87.65%.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKGB). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan target 1
dokumen dan realisasi 100%. Realisasi keuangan kegiatan ini
sebesar Rp.43.823.800 dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
atau memiliki capaian keuangan sebesar 87.65%. Terdapat
belanja vang realisasinya sedang yaitu Belanja Cetak dan
Penggandaan SKGB dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
SKGE.

II. Sasaran Strategis Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum yang memadai, tercapai dengan dukungan program,
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

l. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
(PSU).

Program ini memiliki indikator persentase peningkatan PSU
pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 2.08 % vang
didapat dari 6 perumahan terhadap 288 jumlah lingkungan
perumahan dan terealisasi 100%. Berdasarkan pemutakhiran

data perumahan tahun 2023, terdapat 140 perumahan.
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Realisasi keuangan program ini adalah sebesar 94.70% dimana
realisasi keuangan adalah Rp.4.692.025.137,- dari anggaran
Rp.4.954.855.500. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai
berikut:
a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
memiliki indikator kinerja jumlah Luasan PSU vyang
dibangun dan dipelihara dengan target 1 Ha dan terealisasi
100%. Capaian keuangan kegiatan ini adalah sebesar 94.70
% dimana realisasi keuangan adalah Rp.4.692.025.137 dari
anggaran Rp.4.954.855.500,-.
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1) Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah
dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan yang
disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%
dengan menghasilkan dokumen revisi Perda 5 Tahun 2013
, dokumen pendataan PSU Perumahan se Kota Balikpapan
dan dokumen perencanaan penyediaan taman serta
dilaksanakan sosialisasi penyerahan PSU Perumahan.
Realisasi keuangan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan
PSU Perumahan memiliki capaian realisasi keuangan
sebesar 87.05% , vaitu dari anggaran Rp. 100.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp.87.046.945,-. Terdapat belanja
dengan kriteria sangat rendah yaitu belanja Honorarium
Narasumber Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan,
belanja Transportasi dan akomodasi Narasumber
Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan.
2} Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
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Indikator sub kegiatan Penyediaan Prasarana, SBarana,
dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian adalah Jumlah Lokasi Perumahan yang
disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang
menunjang Fungsi Hunian. Target kinerja tahun 2023
adalah 3 lokasi Pekerjaan. Telah dilaksanakan pada 5 titik
lokasi PSU di,Claster Denhag, Claster Pesona Cuontry ,
Cluster Arizona,dan terealisasi 100%. Capaian realisasi
keuangan sebesar 929496 %, vaitu dari anggaran
Rp.4.581.643.292, - dan terealisasi sebesar
Rp.4.824.855.500,-. Terdapat realisasi belanja yang tidak
terealisasi yaitu belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sub
Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan dan terdapat
belanja dengan kriteria sedang yaitu belanja Pembuatan
dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan dan
Konsumsi Rapat Sub Kegiatan Penyediaan PSU
Perumahan.

3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan adalah Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan,
dengan target kinerja 1 laporan dan terealisasi 100%.
Capaian realisasi keuangan sebesar 77,78 %, yaitu dari
anggaran Rp. 23.334.900,- dan terealisasi sebesar
Rp.30.000.000,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi
yaitu Honor Panitia Tim Verifikai PSU dan belanja dengan
kriteria capaian sedang yaitu Konsumsi Aktivitas
Lapangan Koordinasi dan Sinkronisasi PSU,
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III. Sasaran strategis Mengurangi luas kawasan kumuh,
Sasaran ini tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub
kegiatan sebagai berikut:
1.Program Kawasan Permukiman.
Berdasarkan SK Walikota Balikpapan nomor 188.45-326/2020
tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di Kota Balikpapan menyatakan bahwa luasan kumuh
kota Balikpapan adalah 153,3 Ha. Program ini memiliki sasaran
untuk mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 Ha pada tahun
2026 dengan berbagi kewenangan pengurangan dengan
Kementrian (Pusat) untuk pengurangan diatas 15 ha dan Provinsi
Kalimantan Timur untuk pengurangan 10 -15 Ha. Berdasarkan
pemetaan pada saat penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, kewenangan
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah
pengurangan kawasan kumuh Kelurahan Damai seluas 5,4 Ha.
Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk penanagan kumuh
sebesar 3.99 Ha dimana di tahun 2022 luasan kawasan kumuh
yvang telah tertangani seluas 1,41 Ha sehingga target 2023 seluruh
luasan kumuh di bawah 10 Ha dapat tertangani dan luasan
kumuh Kota Balikpapan menjadi 74.40 Ha. Adapun realisasi
kinerjan luasan kumuh Kota Balikpapan menjadi 96.89 Ha atau
kurang dari target 74.40, hal ini karena tidak adanya intervensi
penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas
10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha. Pada
tahun 2023 terbit Kembali SK kumuh baru seluas 104.69 Ha
berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023
Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, bahwa
terdapat penetapan jumlah lokasi dan luasan berdasarkan
kegiatan RP2ZKPKPK Tahun 2022. Realisasi keuangan program ini
adalah Rp.3.981.926.232,- dari anggaran sebesar

Rp.4.165.648.800,- dengan capaian sebesar 87.65%. Program ini
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terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya
adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Luasan (ha)

Penanganan infrastruktur Kawasan Kumuh dengan target 78.9

Ha, hal ini dikarenakan tidak adanya intervensi penanganan

kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan

Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha. Realisasi kegiatan

ini adalah sebesar 56,41 Ha atau capaian sebesar 71,50 %.

Realisasi keuangan ini adalah sebesar Rp. 641.392.061 dari

target Rp.679.354.300 atau terealiasi 94,41%.

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Hasil Survei
dan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh dengan
target 1 dokumen dan terealisasi 1dokumen dengan capaian
100%. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 55.646.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 55.195.300,- dengan capaian
realisasi 99.10%,.

2) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan target 2 dokumen
dan realisasi capaian 100%. Sub kegiatan ini memiliki
anggaran Rp. 524.699.600 dan terealisasi sebesar Rp.
489.740.261,- dengan capaian realisasi 93.34%. Terdapat
belanja yang tidak terealisasi yaitu Alat Tulis Kantor, fotocopy,
cetak, rapatKegiatan Rapat Kerja POKJA PKP.
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3) Sub kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya
Masyarakat di Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman
Kumuh dengan target 7 laporan yang merupakan 7 laporan
kelurahan kumuh dan realisasi capaian 100%,

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 96.456.500,- dan
terealisasi sebesar Rp.99.008.700,- dengan capaian realisasi
97.42%. Terdapat belanja dengan kriteria capaian rendah yaitu
Belanja Barang Cetak untuk Pembentukan/Pembinaan
Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kawasan
permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota vang
ditangani dengan target tahun 2023 sebesar 100 % yang didapat
dari jumlah Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 ha yang
ditangani tahun 2022 seluas 1,41 Ha dan tahun 2023 seluas
3.99 Ha terhadap 5,4 Ha kawasan kumuh di bawah 10 ha di
Kelurahan Damai. Realisasi kinerja kegiatan ini adalah 100%.
Anggaran yang terserap dari kegiatan ini adalah Rp.
3.340.534.171,- dari Rp. 3.486.294.500,- atau capaian 95.82%.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rencana
Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan target
1 dokumen DED & Site PLan Penanganan Kumuh kelurahan

Karang Rejo dan terealisasi 100 %, Capaian realisasi
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keuangan sebesar 99,06% atau Rp. 102.155.600,- dari target
keuangan sebesar Rp. 103.128.500,-. Terdapat belanja yang
tidak terealisasi yaitu Fotocopy untuk Kegiatan Peninsulas
Dokumen Site Plan dan DED Peremajaan/Pemugaran

Permukiman Kumuh.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/
Peremajaan Permukiman Kumubh.

Indikator jumlah Luas Permukiman Kumuh yang
Diremajakan/ Dipugar Kumuh dengan target kinerja 3.99 Ha
dan terealisasi 100%. Penanganan dilakukan di RT. 01
Kelurahan Damai. Sub kegiatan ini memiliki capaian
realisasi keuangan senilai 86,58% atau dari anggaran Rp.
1.001.909.800,- terealisasi sebesar Rp.867.444.541,-.
Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Pengadaan
Barang wuntuk Penanganan Permukiman Kumuh di
Kelurahan Damai.

3) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Indikator sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni adalah Jumlah Rumah Tidak Layak yang Diperbaiki
dengan target 100 unit dan terealisasi 100%.

Sub kegiatan ini memiliki capaian keuangan senilai
99,63% atau Rp. 2.294.869.680,- dari target anggaran
sebesar Rp.2.202.388.000,-. Anggaran yang tidak terserap
merupakan efisiensi pembelian alat tulis kantor dan makan
minum rapat.

4) Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator sub kegiatan Pendataan dan verifikasi
penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh adalah
Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang
Terverifikasi dengan target 1 dokumen verifikasi Sepinggan
Raya dan terealisasi 100% dengan tersedianya dokumen

“

LKJIP DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 104



pendataan RTLH tahun 2023, pemuktahiran data RTLH
tahun 2023 dan verifikasi kawasan kumuh,
Sub kegiatan ini memiliki capaian keuangan senilai
97.68% atau Rp. 76.064.350,- dari target anggaran sebesar
Rp.77.868.200,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan
efisiensi pembelian alat tulis kantor dan makan minum
rapat.
2.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.
Pada tahun 2023 tidak terdapat Program Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kumuh dalam renja dan DPA tahun 2023.
Program ini memiliki indikator Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Target
kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra Disperkim Tahun 2021-
2026 adalah 0,01% dari formulasi 26 peningkatan kualitas RTLH
terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan sejumlah 202.539 unit
(baseline Renstra Disperkim Tahun 2021-2026). Program ini
dilaksanakan di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 0.033% atau
realisasi jumlah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
diluar SK kumuh sebanya 66 unit. Adapun target sampai dengan
tahun 2026 adalah 0.12% atau 252 unit rumah terhadap 202539
unit rumah. Program ini dilaksanakan di tahun 2022 dengan
realisasi sebesar 0.033% atau realisasi jumlah peningkatan
kualitas rumah tidak layak huni diluar SK kumuh sebanya 66
unit. Realisasi keuangan program ini adalah 96,08% atau
Rp.1.558.037.500,- terealisasi Rp.1.497.019.284 -.

IV. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Sasaran ini tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan
sub kegiatan sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah IKM Internal Perangkat
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Daerah dengan target kinerja 75 dan terealisasi sebesar 76.50.
Realisasi skor 76.50 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan
internal sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.
Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah.

Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi SAKIP
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang
dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu sebesar 75 dan terealisasi
72.55 dengan tingkat capaian kinerja 96.73%. Indikator kegiatan
ini telah ditarik menjadi indikator sasaran Perangkat Daerah
sesuai dengan Surat Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/0rg
tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyusunan Pejanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2023. Kegiatan ini tidak memiliki anggaran.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:
1) Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran, Tidak
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen
perencaaan Disperkim (Rensira dan Renja, Renja Perubahan)
yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen Renja
Tahun 2023 Renja Perubahan 2023.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak

dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
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Tahun 20223 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP
(LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu
dokumen LKJIP Tahun 2022 dan terealisasi 100%.

3) Sub Kegiatan FEvaluasi Kinerja Perangkat DaerahRealisasi
keuangan:

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP
(LKJIP) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen
LKJIP Tahun 2022 dan dokumen evauasi renja sehingga
terealisasi 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat
daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan
Perangkat Disperkim secbesar 75 dan terealisasi dengan nilai
77,39 dengan tingkat capaian 103.19 % di akhir Desember 2023.
Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap
layanan internal keuangan Sekretariat Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan. Realisasi skor 77, 39 ini memiliki
arti bahwa mutu pelavanan internal keuangan Disperkim
memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi
keuangan kegiatan ini adalah sebesar Sementara itu realisasi
keuangan sebesar Rp. 5.686.420.901 dari pagu sebesar Rp.
7.127.990.000 dengan tingkat capaian 79.78 %.
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Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri atas
sub kegiatan sebagai berikut
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan
tunjangan ASN adalah Jumlah dokumen gaji dan tunjangan
ASN dengan target sebanyak 26 orang dan terealisasi
sebanyak 33 orang dan terealisasi 126,%. Terdapat realisasi
anggaran sebesar  79.78% dari  pagu  anggaran
Rp.7.127.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.686.420.901.
Ketidaktercapaian realisasi keuangan terjadi karena P3K
bekerja dan pembayaran gajinya mulai dibayarkan pada
triwulan IV tahun 2023,

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah
IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan target skor 75 dan sesuai hasil [KM yang dilakukan
didapat skor sebesar 78.54 dengan capaian 104.72%. Realisasi
skor 78.54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal
administrasi umum memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja
baik.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri atas
beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2023 adalah
Jumlah Paket Komponen [nstalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 1
paket dan terealisasi sebesar 100% berupa pembelian
komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu
pijar, battery kering) yang digunakan untuk penerangan
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bangunan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2023. Realisasi anggaran sebesar 98.44% dari
anggaran Rp. 14.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
14.741.000,-. Ketidaktercapaian realisasi keuangan
merupakan selisih harga penawaran.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor
yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
dengan target sebanyak 4 paket dan terealisasi 5 paket atau
capaian 125 %. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja
perubahan tidak dirubah. Realisasi anggaran sebesar 89 %
dari pagu anggaran Rp.365.869.200,-dengan realisasi sebesar
Rp. 325.608.300,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi
yaitu Konsumsi Rapat Dengan Pihak Lain/Jamuan Tamu dan
realisasi belanja dengan kriteria rendah vaitu Konsumsi
Harian Pegawai, Konsumsi Rapat Struktural dan JFT
(Perubahan), dan belanja natuna.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket dan
terealisasi 4 paket atau capaian 200%. Hal ini dikarenakan
target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi
anggaran sebesar 90.92% dari pagu anggaran
Rp.104.972,650,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.437.000,-.
Terdapat realisasi belanja yang belum optimal vaitu Cetak
Spanduk Hari Peringatan dan belanja penggandaan.
4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Indikator kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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dengan realisasi sebesar 181 laporandari target 40 laporan
dengan tingkat capaian 452.50%. Hal ini dikarenakan target
kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi
keuangan sebesar 99.62 % dari pagu anggaran sebesar
Rp.460.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 458.246.492 -,

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang
urusan pemerintah daerah adalah IKM Layanan Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan
target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi melebihi target
dengan nilai sebesar 76.39 atau dapat dikatakan memiliki
capaian kinerja sebesar 101.85 %. Realisasi nilai 76.39 ini
memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pengadaan barang
milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan
berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah
sebesar Rp.1.140.983.800,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.162.275.400,- dengan capaian 98.17%.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintah daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan

mesin lainnya adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang disediakan dengan target kinerja 6 paket dan
terealisasi sebanyak 14 paket dengan tingkat capaian kinerja
416.67%. Dalam DPPA Tahun 2023 terdapat alokasi anggaran
untuk 14 Unit pengadaan (cctv, intertive display (5 unit), AC
1.5 (2 unit), PC =6, Laptop=1, tablet=1, printer=6, switch
hub=2, penangkal petir 1 namun target Kinerja dalam renja
perubahan tidak dirubah.
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Pagu anggaran sub kegiatan pengadaan peralatan dan
mesin lainnya adalah 1.162.275.400,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.140.983.800,- dengan tingkat capaian 98.17%.
Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih
harga penawaran.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja
skor IKM sebesar 75 dan terealisasi 75.01 dengan tingkat
capaian 100.01 %. Realisasi skor 75.01 ini memiliki arti bahwa
mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang Disperkim
memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik, Realisasi
keuangan dari kegiatan ini memiliki tingkat capaian 82,32 %
dari anggaran Rp. 979.502.368,- dan terealisasi sebesar
Rp.806.368.680,-.
Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut;
1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
[ndikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat
menyurat adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat dengan target 4 laporan yang merupakan pengiriman
paket dokumen atau barang dan juga pembelian benda pos
materai. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember
2023 adalah 4 laporan atau pertriwulan dengan capaian 100%.
Pagu anggaran sub kegiatan penyediaan jasa surat
menyurat adalah Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
5.000.000,- dengan tingkat capaian 100 %.
2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah
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Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan. Target kinerja sebanyak 4 laporan.
Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik adalah 100 % atau 4 laporan yang
dilaporkan per triwulan.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp. 125.785.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 94.593.000,- dengan tingkat
capaian 75.20%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan
dikarenakan anggaran vang tadinya akan digunakan untuk
pembayaran tagihan listrik ketika dilakukan penambahan daya
listrik. Ketidakstabilan aliran daya listrik ternyata tidak perlu
diselesaikan dengan penambahan daya dan hal ini merupakan
hasil koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Ketidakstabilan tersebut diatasi dengan pengaturan aliran
listrik.

Dari sisi kinerja
3) Sub kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor adalah sebesar Rp.848.717.368,- dan teralisasi
sebesar Rp. 706.775.680,- dengan tingkat capaian sebesar
83.28%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan
kelebihan penganggaran pada jasa tenaga bantu non ASN
dimana terdapat kekosongan posisi tenaga bantu non ASN,

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan dengantarget 12 laporan.
Indikator ini terealisasi 100%. Sub kegiatan bertujuan untuk
menyediakan bahan peralatan kebersihan, jasa kebersihan
kantor, jasa keamanan kantor dan jasa tenaga bantu

administrasi non ASN yang dilaporkan per bulan.
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f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan

Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi
melebihi target dengan skor sebesar 74,32 atau dapat dikatakan
memiliki capaian kinerja sebesar 99.09 %. Realisasi skor 74.32
ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan
barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan
berkinerja baik. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp
783.174.250 dan teralisasi sebesar Rp, 551.745.793 dengan
capaian 70,45%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan
sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas
Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan
target 33 unit kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang
oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja
hingga akhir Desember 2023 adalah 29 unit kendaraan atau
terealisasi 87.88%. hal ini dikarenkan terdapat 4 unit
kendaraan jabatan dalam kondisi rusak berat yang tidak
dapat dilakukan perbaikan.

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah

\
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sebesar Rp 227.193.848,- dari anggaran sebesar
Rp.380.769.750,- atau sebesar 59.67% dengan kriteria
sangat rendah. Ketidaktercapaian realisasi keuangan
dikarenakan kurang terjadwalnya pemelihraan servis dan
pembelian suku cadang kendaraan jabatan.

2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah
Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 2 unit
dan terealisasi 2 unit kendaraan atau 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah sebesar
Rp. 115.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.797.088,-
dengan tingkat capaian adalah 68,43 % atau kriteria capaian
rendah Ketidaktercapaian realisasi keuangan disebabkan
karena kurangnya penjagaan servis dan pembelian suku
cadang kendaraan operasional atau lapangan.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya adalah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya
yang dipelihara dengan target kinerja 7 unit kendaraan dan
terealisasi sebanyak 111 wunit peralatan mesin yang
dipelihara dengan realisasi 87 unit ataau tingkat capaian
78.38%. Hal ini dikarenakan pemeliharaan mesin absen, ac,
komputer, printer dan jaringan internet dengan kondisi
peralatan dan mesin dalam keadaan baik sehingga tidak
memerlukan banyak perawatan dan masih sebagian unit

masih dalam masa garansi.
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Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya adalah sebesar Rp. 87.247.500,- dan
terealisasi sebesar Rp. 47.839.250,- dengan tingkat capaian
54.,83% atau kriteria capaian sangat rendah.
Ketidaktercapaian realisasi keuangan karena Ilebihnya
penganggaran untuk pemeliharaan mesin absensi yang
masih dalam kondisi baru dan belum memerlukan
pemeliharaan serta peralatan dan mesin yang lainnya masih
dalam kondisi baik dan tidak memerlukan perbaikan.
Terdapat realisasi belanja dengan kriteria sangat rendah
yaitu belanja Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Komputer
dan Laptop dan Suku Cadang Genset Gedung Kantor.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Indiaktor kinerja sub kegiatan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
lainnya yang dipelihara /direhabilitasi dengan target 1 unit
gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
dan terealisasi 100% yaitu lrenovasi gedung kantor Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebesar
Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.915.607,-
dengan tingkat capaian 98,96%. Ketidaktercapaian realisasi
keuangan merupakan selisih harga penawaran

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjut untuk
mengatasi kendala pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran I “Meningkatnya cakupan rumah layak huni”
Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran

adalah sebagai berikut:
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a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.

b. Adanya data perumahan yang telah update.

c. Terdapat aplikasi simrusun untuk pengelolaan retribusi
SEWA Tusunawa.

d. Adanya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap Bencana.

e. Adanya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan
Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

f. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Perwali
Petunjuk Teknis RP3KP.

g. Adanya supervisi peningkatan kualitas gedung rusunawa

h. Adanya penatausahaan pemanfaatan rusunawa.

I. Adanya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan
Perumahan.

j. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah

Susun Umum

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran

adalah sebagai berikut:

a. Belum terdapat proses bisnis, Review SOP dan standar
pelayanan untuk penanganan bencana.

b. Belum adanya peraturan internal terkait penanganan SPM
urusan Bidang perumahan.

c. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan
permukiman terintegrasi.

d. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan
dan sarana prasarananya

e. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yvang belum efektif

f. Masih adanya backlog kepemilikan rumah;

g- Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko

bencana.
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Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian

kinerja adalah sebagaai berikut:

a. Keandalan dan kelayakan yang dibangun secara swadaya
perlu memperhatikan risiko bencana,

b. Memberikan kemudahan fasilitasi perizinan dalam proses
penyediaan perumahan

c. Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk sarana dan
prasarana dasar dan perumahan MBR melalui penyediaan
Rusunawa.

d. Meningkatkan kualitas layanan rusunawa

e. Revisi peraturan terkait pengelolaan rusunawa

f. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak perbankan terkait
pembiayaan sewa retribusi rusunawa yang menjadi
perndapatan Pemerintah Kota Balikpapan..

g Mengembangkana aplikasi SIMRUSUN bersama Diskominfo

2.8asaran II “Berkurangnya luas kawasan kumuh”

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak lanjutnya,
diantaranya sebagai berikut:
Faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai
berikut:
a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
b. Adanya data permukiman yang telah update
c. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan

Faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah sebagai
berikut:
a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan
satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
b. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan
permukiman Terintegrasi.
e e e
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c. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum
dilakukan secara terpadu.

d. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang,
Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam penanganan kumuh |

e. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum
diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum
diintervensi Pemerintah Pusat

f. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota
Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbilkan
potensi permukiman kumuh baru.

g belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta
rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR).

h. Masih adanya permukiman illegal.

i. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum
terpenuhi.

J. proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan rumah
tidak layak huni yang memeriukan waktu relatif lama

k. Penyusunan Dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Permulkiman Kumuh Perkotaan
(RPZKPKPK) Kota Balikpapan

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja
adalah sebagaai berikut:
a. Penanganan permukiman kumuh kota secara inklusif
b. perlunya memastikan ketersediaan pasokan material sesuai
dengan waktunya dan melakukan pemetaan terhadap material
yvang dapat disubstitusi apabila terdapat kendala dalam
peanganan RTLH.
¢.  Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat untuk penanganan kumuh kota.
d. Update data perumahan dan kawasan permukiman secara
periodik.
e e e R T e e
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3. Sasaran III “Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang
memadai’

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya sebagai berikut:
Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:
a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait,
b. Adanya data PSU Perumahan yang telah update
c. Adanya verifikasi PSU Perumahan yang dilaksanakan tim
verikasi PSU.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah

sebagai berikut:

a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan
standar pelayanan terkait pengelolaan dan pemeliharaan PSU
Perumahan,

b. Belum dibangunnya system informasi data perumahan dan
permukiman terintegrasi.

c. Masih adanya PSU Perumahana yang belum diserahkan ke
Pemerintah Kota Balikpapan

d. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang

belum memadai.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan koordinasi secara intensif kepada pihak terkait
untuk penanganan PSU Perumahan.
b. Monitoring dan update data PSU Perumahan.
c. Sosialisasi terkait peraturan tata cara penyerahan PSU.

B e =R 1 —————
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4. Sasaran IV “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya sebagai berikut:

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait

b. Adanya update data pertriwulan yang telah update

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah

scbagai berikut:

a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, SOP dan proses
pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan dan dan
evalausi data kinerja.

b. Belum dibangunnya system aplikasi kinerja dan data keuangan

yang terintegrsi.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian kinerja
adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi internal secara intensif terkait
monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing bidang.

b. Meningkatkan koordinasi ke Bappeda Litbang, Bagian Organisasi
danlnspektorat secara intensif terkait monitoring dan evaluasi
capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan.

c. Melakukan inovasi untuk mendukung capaian kinerja
Metode pengumpulan data secara efektif dan efisien

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 85.18 % dari
total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi
anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program /[ Kegiatan /
Sub Keglatan / Paket

Anggran (Rp)

Realisasi Keuangan

Keuangan (Rp)

(%)

Sisa Anggaran
(Rp)

(%)

10401 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

10,998,758,868.00

9,079,551,966.00

B2.55

1,91%,206,902.00

17.45

10401202 Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

(1) Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

7,127,950,000.00

5,686,420,901.00

79,78

1,441,569,099.00

20,22

10401206 Administrasi
Umum Perangkat Daerah

(2) Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

14,5975,000.00

14,741,000.00

98,44

234.00

1,56

(3) Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

365,869,200.00

325,608,300.00

40,260,500.00

11

(4) Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

104,972,650.00

95,437,000.00

90,92

9,535,650.00

9,08

(5) Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

460,000,000.00

458,246,492.00

99,62

1,753,508.00

0,38

10401207 Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

(6) Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

1,162,275,400.00

1,140,983,800.00

98,17

21,291,600.00

1,83

10401208 Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

(7) Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

5,000,000.00

5,000,000.00

100

(8) Penyediaan lasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

125,785,000.00

94,593,000.00

75,20

31,192,000.00

24,80

(9) Penyediaan lasa
Pelayanan Umum Kantor

848,717,368.00

706,775,680.00

8328

141,941,688.00

1e,72
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Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan / Paket

Anggran (Rp)

Realisasi Keuangan

Keuangan (Rp)

(%)

Sisa Anggaran
(Rp)

(%)

10401209
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

(10) Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas labatan

380,769,750.00

227,193,848.00

59,67

153,575,902.00

40,33

(11) Penyediaan lasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

115,157,000.00

78,797 088.00

68,43

36,359,912.00

31,57

(12) Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

87,247,500.00

47,839,250.00

54,83

39,408,250.00

4517

{13)
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

200,000,000.00

197,915,607.00

98,96

2,084,393.00

1,04

10402 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

7.904,553,500.00

6,116,719,568.00

7738

1,787,833,932.00

22.62

10402201 Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

(14) Pendataan Rumah
Sewa Millk Masyarakat,
Rumah Susun dan Rumah
Khusus

25,000,000.00

24,300,000.00

99,60

100.00

0.40

10402202 Sosiallsasi
dan Persiapan
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

25,000,000.00

24,500,000.00

59,60

0,40
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Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan / Paket

Anggran (Rp)

Realisasi Keuangan

Keuangan (Rp)

(%)

Sisa Anggaran
(Rp)

(%)

(15) Sosialisasi Standar
Teknis Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
kepada
Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap Bencana

59,700,000.00

55,383,600.00

92,77

4,316,400.00

7,23

(18] Sosialisasi
Pengembangan
Perumahan Baru dan
Mekanisme Akses
Perumahan KPR-FLPP

66,950,000.00

57,706,960.00

86,19

9,243,040.00

13,81

10402203
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

{17} Rehabilitasi Rumah
bagi Korban Bencana

250,000,000.00

27,081,200.00

10,83

222,918,100.00

89,17

(18) Penyusunan Site Plan
dan/atau Detail
Engineering Design (DED)
bagi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota

100,000,000.00

98,354,880.00

98,35

1,645,120.00

1,65

(19) Pembangunan
Rumah bagi Korban
Bencana

455,000,000.00

71,355,888.00

15,68

383,644,112.00

84,32

10402205 Pembinaan
Pengelolaan Rumah
Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus

(20) Fasilitasi Pengelolaan
Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni Rumah
Susun

4,272,903,500.00

3,764,814,399.00

Bg11

508,089,101.00

11,89

{21) Penatausahaan
Pemanfaatan Rumah
Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus

1,820,000,000.00

1,245,165,594.00

68,42

574,830,406.00

31,58

10402206 Penerbitan
Izin Pembangunan dan
Pengembangan
Perurmahan
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Program [/ Kegiatan /
Sub Kegiatan / Paket

Anggran (Rp)

Realisasi Keuangan

Keuangan (Rp) | (%)

Sisa Anggaran
(Rp)

(%)

(22} Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan
FPengembangan
Perumahan

650,000,000.00

88,50
575,276,127.00

74,723,873.00

11,50

(23) Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerja Sama
Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha
(KPDBU) Perumahan
Umum/Rumah Susun
Urnum

155,000,000.00

98,61
152,852,420.00

2,147,580.00

1,39

10402207 Penerbitan
Sertifikat Kepemilikan
Bangunan Gedung (SKGB)

{24) Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerhitan
Sertifikat Kepemilikan
Bangunan Gedung (SKGB)

50,000,000.00

43,823,800.00 | 87.65

6.176,200.00

12,35

10403 PROGRAM
KAWASAN PERMUKIMAN

4,165,648,800.00

95.59
3,981,926,232.00

183,722,568.00

441

10403202 Penataan
dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha

{25) Survei dan
Penetapan Lokasi
Perumahan dan
Permukiman Kumuh

55.646,000.00

55,195,300.00 | 99,19

4,507.00

0,81

{26] Penyusunan Rencana
Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

524,699 600.00

93,34
485,740,261.00

34,959,339.00

6,66

{27)
Pembentukan/Pembinaan
Kelompok Swadaya
Masyarakat di
Permukiman Kumuh

99,008,700.00

96,456,500.00 | 97,42

2,552,200.00

2,58

10403203 Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
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Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan [/ Paket

Anggran (Rp)

Realisasi Keuangan

Keuangan (Rp) (%)

Sisa Anggaran
(Rp)

(%)

(28) Penyusunan Rencana
Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design
(DED)
Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh

103,128,500.00

99,06
102,155,600.00

9,725.00

0,94

{29) Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni

2,303,388,000.00

99,63
2,294 869,680.00

£,518,320.00

0,37

{30] Pelaksanaan
Pembangunan
Pemugaran/ Peremajaan
Permukiman Kumuh

1,001,909,800.00

86,58
867,444,541.00

134,465,259.00

13,42

| {31) Pendataan dan
Verifikasi
Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
Kumuh

77,868,200.00

76,064,350.00 | 97,68

1,803,850.00

232

10405 PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
(PsU)

4,954,855,500.00

54.70
4,692,025,137.00

262,830,363.00

5.30

10405201 Urusan
Penyelenggaraan PSU
Perumahan

{32) Perencanaan
Penyedizan PSU
Perumahan

100,000,000.00

87,045,945.00 | 87,05

12,953 ,055.00

12,95

{33) Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di
Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian

4,824 855,500.00

94,96
4,581,643,292.00

243,212,208.00

5,04

{34] Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan

30.000,000.00

23,334,900.00 | 77,78

6,665,100.00

22,12

TOTAL KESELURUHAN

28,023,816,668.00

85.18
23,870,222,303.00

4,153,593,765.00

14.82
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3.4 Inovasi dan Penghargaan
a. Inovasi
Pada tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan terdapat 2 inovasi aplikasi berbasis sistem informasi
untuk mendukung tugas dan fungsi pada layanan bidang perumahan
dan kawasan permukiman, yaitu:
1. Pengembangan Aplikasi Master Data Perumahan
Merupakan Sistem Informasi vyang menyediakan kanal
informasi data sektor perumahan di Kota Balikpapan dalam
bentuk informasi Digital untuk meningkatkan kualitas Basis Data
Perumahan dan Permukiman yang informative dan handal serta
peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat
2. Aplikasi SIMRUSUN
Merupakan Aplikasi yang dapat membantu calon penyewa
untuk melakukan pendaftaran sewa hunian rusunawa, melihat
keterisian hunian, melakukan pembayaran uang sewa perbulan
secara online melalui QRIS yang bekerjasama dengan Bank
Kaltimtara dan Diskominfo Kota Balikpapan. Aplikasi ini juga
digunakan untuk pengelolaan penerimaan dan piutang retribusi
SewWa rusunawa.
b. Penghargaan
Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
telah meraih penghargaan kategori “Terbaik Bidang Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman Tahun 2023",
Gambar 3.1
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BAB IV.
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman ini merupakan
laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman dengan mengacu pada
Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan
Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan
untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir
tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut,
dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen
untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Evaluasi kinerja yang
dilakukan pada laporan kinerja ini menunjukkan secara umum target
kinerja di tahun 2023 telah tercapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKJIP
merupakan pertanggungjawaban untuk mengatur dan mengendalikan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai penyelenggara urusan
perumahan dan kawasan permukiman, maka Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan senantiasa mengarahkan program dan
kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu
strategis terkini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 ini juga menyajikan berbagai
keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang
ditunjukkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut
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tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2023.

Adapun beberapa simpulan keberhasilan capaian kinerja sasaran
strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun
anggaran 2023 dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja Sasaran Utama Tahun 2023

Adapun capaian Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikanpada sebagai berikut:

a. Tujuan “ Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan
Berkualitas, dengan indikator ‘Persentase Permukiman Layak
Huni, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau
capaian sebesar 99,79% dengan kriteria” Sangat Tinggi”.

b. Sasaran I * Meningkatnya cakupan rumah layak huni”, dengan
Indikator ‘“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak
huni”, dengan realisasi sebesar 99,83 dari target 99,83 sehingga
capaian sebesar 100% dengan kriteria’’Sangat Tinggi”.

c. Sasaran II “° Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit
rumeah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi
sebesar 12,18% dari target 14,5% atau capaian sebesar 84%
dengan kriteria ** Tinggi®'.

d. Sasaran III Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan
Indikator ‘Persentase Berkurangnva Luas Kawasan Kumuh,
terdapat realisasi sebesar 36.80% dari target 51,47% atau capaian
sebesar 71,49% dengan kriteria *’ Tinggi”.

e. Basaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah”, dengan realisasi sebesar 72,55 dari target 75
sehingga capaian sebesar 96,75%, dengan kriteria *Sangat
Tinggi”.
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2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2023
Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
| No | Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capaian
Kegiatan [%a)
1 | PROGRAM Persentase penyediaan rumah
PENGEMBANGAN layak huni bagi masyarakat -
PERUMAHAN terdampak korban bencana
dan relokasi program
| pemerintah kabupaten/kota
1 | Pendataan Penyediaan Persentase Rumah yang telah
dan Rehabilitasi Rumah | dilakukan Pendataan 100
I Korban Bencana ataun Pendataan Penyediaan dan
Relokasi Program Rehabilitasi rumah korban
i Kabupaten/Kota bencana atau relokasi
| peogram kabupaten/kota
|
| Pendataan Rumah Sewa | Jumlah Dokumen Pendataan
Milik Masyarakat, Rumah | Rumah Sewa Milik Masyarakat, 100
Susun dan Rumah Rumah Susun dan Rumah
| Khusus Khusus
| 2 | Sosialisasi dan Persentase Masyarakat yang 0%
Persiapan Penyediaan bersedia di Relokasi akibat
‘ dan Rehabilitasi Rumah | Korban Bencana dan Relokasi
Korban Bencana atan Program Pemerintah
Relokasi Program
i Kabupaten/Kota
' Sosialisasi Standar Jumlah Orang/ Sukarelawan
| Teknis Penyediaan dan vang Mengikuti Sosialisasi -
Rehabilitasi Rumah Standar Teknis Penyediaan dan
kepada Masyarakat/ Rehabilitasi Rumah Korban
| Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/ Kota
Bencana
|
| Sosialisasi Jumlah Orang yang Menpikuti
Pengembangan Sosialisasi Pengembangan 100
Perumahan Baru dan Perumahan baru dan
Mekanisme Akses Mekanisme Akses Perumahan
Perumahan KPR-FLPP KFR-FLFP
3 | Pembangunan dan Persentase Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Rehabilitasi Rumah Layak -
Korban Bencana atan Huni bagi korban bencana
Relokasi Program atau Relokasi Program
| Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
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No | Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capaian
! Kegiatan (%)
Rehabilitasi Rumah bagi | Jumlah Rumah Korban 0.00
Korban Bencana Bencana Kabupaten,/ Kota yang
terehabilitasi
Penyusunan Site Plan Jumlah Site Plan dan/atau 100.00
dan/atau Detail Detail Engineering Design
Engineering Design (DED) | (DED) bag iRumah Korban
bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten,/ Kota atau
Bencana atau Relokasi yvang Terkena Relokasi Program
Program Kabupaten/Kota | Kabupaten, Kota
Pembangunan Rumah Jumlah Rumah bagi Korban 0.00
bagi Korban Bencana Bencana Kabupaten/Kota yang
Terbangun

4 | Pembinaan Persentase hunian Rusun
Rumah Susun Umum milik pemerintah Kota yang 89.89
dan/atau Rumah terkelola
Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 100.00
Kelembagaan dan Pengelolaan Kelembagaan bagi
Pemilik/Penghuni Rumah | Pemilik/ Penghuni Rumah
Susun Susun
Penatausahaan Jumlah Dokumen Pemanfaatan 100,00
Pemanfaatan Rumah Rumah Susun Umum dan/
Susun Umum dan/atau atau Rumah Khusus
Rumah Khusus

5 | Penerbitan Izin Persentase Perumahan yang 114.69
Pembangunan dan sesuai rencana tapak
Pengembangan
Perumsahan
Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil 100.00
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pengendalian Pembangunan
Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan
Pengembangan
Perumahan
Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil 100.00

Sinkronisasi Kerja Sama
Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha
(KPDBU) Perumahan
Umum /Rumah Susun
Umum

Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerja Sama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha (KPDBU)
Perumahan umum,/rumah
susun umum
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| No

Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh

Perumahan dan permukiman
Kumuh

Program /Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capaian
! Kegiatan (%o)
6 | Penerbitan Sertifikat Jumlah Rekomendasi Teknis
Kepemilikan Bangunan | Sarusun yang diterbitkan -
Gedung (SKBG)
Koordinasi dan Jumiah Laporan Hasil 100.00
Sinkronisasi Penerbitan Koordinasi dan Sinkronisasi
Sertifikat Kepemilikan Penerbitan Sertifikat
Bangunan Gedung Kepemilikan Bangunan Gedung
(SKBG) (SKBG)
2 | PROGRAM Persentase peningkatan PSU 100,00
PENINGKATAN pada lingkungan perumahan
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
1 | Urusan Penyelenggaraan | Jumlah Luasan PSU yvang 100,00
PSU Perumahan dibangun dan dipelihara
Perencanaan Penvediaan | Jumlah Dokumen Perencanaan 100,00
P5U Perumahan Penyediaan PSU Perumahan
vang disusun
Penyediaan Prasarana, Jumlah penyediaan PSU 30,00
Sarana, dan Utilitas melalui penerbitan
Umum di Perumahan rekomendasi siteplan
untuk Menunjang Fungsi | perumahan
Hunian
Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi 100,00
Sinkronisasi dalam Penyediaan Prasarana, Sarana,
rangka Penyediaan dan Utilitas Umum Perumahan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum
Perumahan
3 | PROGRAM KAWASAN Luasan Kawasan Kumuh 130.23
PERMUKIMAN
1 | Penataan dan Jumilah Luasan (ha) 71.50
Peningkatan Kualitas Penanganan infrastruktur
Kawasan Permukiman Kawasan Eumuh
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Survei dan Penetapan Jumlah Hasil Survei dan Lokasi 100.00

h
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No | Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capaian
Kegiatan (%)

Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana 100.00
Pencegahan dan Pencegahan dan Peningkatan
Peningkatan Kualitas Kualitas Perumahan Kumuh
Perumahan Kumuh dan dan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh
Pembentukan/Pembinaan | Jumlah Laporan Pembinaan 100,00
Kelompok Swadaya Kelompok Swadaya Masyarakat
Masyarakat di di Pemukiman Kumuh
Permukiman Kumuh

2 | Peningkatan Kualitas Persentase kawasan 100.00
Kawasan Permukiman permukiman kumuh dibawah
Kumuh dengan Luas di 10 ha di kabupaten/kota yang
Bawah 10 (sepuluh) Ha | ditangani
Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Tapak (site 100.00
Tapak (Site Plan) dan plan) dan Detail Engineering
Detail Engineering Design | Design (DED) Peremajaan/
(DED) Pemugaran Permukiman
Peremajaan/Pemugaran Kumuh
Permukiman Kumuh
Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak Layak 100.00
Layak Huni yang Diperbaiki
Pelaksanaan Luas Permukiman Kumuh vang 100.00
Pembangunan Diremajakan/ Dipugar Kumuh
Pemugaran/ Peremajaan
Permuldman Kumuh
Pendataan dan Verifikasi | Jumlah Dekumen Data 100.00
Penyelenggaraan Permulaman Kumuh yang
Kawasan Permukiman Terverifikasi
Kumuh

4 | PROGRAM PENUNJANG | IEM Internal Perangkat 96.73
URUSAN Daerah
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 | Administrasi Keuangan | [KM Layanan Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 103.19
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 126.92

Tunjangan ASN

Gaji dan Tunjangan ASN
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No | Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Capaian
Kegiatan (%)
2 | Administrasi Umum IKM Layanan Administrasi 104.72
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 100.00
Instalasi Instalasi Listrik/ Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
| Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 125.00
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 200.00
Cetakan dan dan Penggandaan vang
Penggandaan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 452.50
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD B
3 | Pengadaan Barang Milik | IKM Layanan Pengadaan 76.39
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
Pengadaan Peralatan dan | Jumlah unit Peralatan dan 416.67
Mesin Lainnya Mesin Lainnya vang disediakan
4 | Penyediaan Jasa IEM Layanan Penyediaan Jasa | 100.01
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 100.00
Menyurat Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 100.00
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 100.00
Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
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3. Realisasi Keuangan Tahun 2023

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Balikpapan Kota Balikpapan
Tahun 2023

PAGU MURNI | PAGU PERUBAHAN REALISASI Yo

23.171.999.815 | 28.023.816.668,00 | 23.870.222.903,00 | 85.18

Pada APBD tahun 2023, Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan melaksanakan
4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga
puluh empat) sub kegiatan dengan pagu murni sebesar Rp.
23.171.999.815 menjadi melaksanakan 4 (empat) program, 14
(empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) dengan pagu
sebesar Rp. 28.023.816.668,00 pada mekanisme perubahan.
Adapun realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 85.18%.

4. Faktor-Faktor Penghambat, Pendorong dan Tindak Lanjut
Capaian Kinerja Tahun 2023

1. Sasaran I “Meningkatnya cakupan rumah layak huni”

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.

b. Adanya data perumahan yang telah update.

¢. Terdapat aplikasi simrusun untuk pengelolaan retribusi
sewa rusunawa.

d. Adanya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan

Tanggap Bencana.
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e. Adanya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru
dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

f. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Perwali
Petunjuk Teknis RP3KP,

g Adanya supervisi peningkatan kualitas gedung
rusunawa

h. Adanya penatausahaan pemanfaatan rusunawa.

1. Adanya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang
Pengembangan Perumahan.

J- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah
Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan

Umum/Rumah Susun Umum

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian

sasaran adalah sebagai berikut:

a. Belum terdapat proses bisnis, Review SOP dan standar
pelayanan untuk penanganan bencana.

b. Belum adanya peraturan internal terkait penanganan
SPM urusan Bidang perumahan.

¢. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan
dan permukiman terintegrasi.

d. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan
perumahan dan sarana prasarananya

e. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum
efektif

f. Masih adanya backlog kepemilikan rumah;

g. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko

bencana

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi
ketidaktercapaian kinerja adalah sebagaai berikut:
a. Keandalan dan kelayakan yang dibangun secara

swadaya perlu memperhatikan risiko bencana,
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b. Memberikan kemudahan fasilitasi perizinan dalam
proses penyediaan perumahan

c. Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk sarana dan
prasarana dasar dan perumahan MBR melalui
penyediaan Rusunawa.

d. Meningkatkan kualitas layanan rusunawa
Revisi peraturan terkait pengelolaan rusunawa
Meningkatkan Kerjasama dengan pihak perbankan
terkait pembiayaan sewa retribusi rusunawa yang
menjadi perndapatan Pemerintah Kota Balikpapan..

g Mengembangkana  aplikasi SIMRUSUN  bersama
Diskominfo

2. Sasaran Il “Berkurangnya luas kawasan kumuh”

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta tindak
lanjutnya, diantaranya sebagai berikut:
Faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah
sebagai berikut:
a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
b. Adanya data permukiman yang telah update
c. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM]
atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota
Balikpapan
Faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran adalah
sebagai berikut:
a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan
satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
b. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan
permukiman Terintegrasi.
c. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum
dilakukan secara terpadu.
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d. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait
(Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam
penanganan kumuh )

e. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha vang
belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha
yang belum diintervensi Pemerintah Pusat

f.  Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota
Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara
menimbilkan potensi permukiman kumuh baru,

g  belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta
rendahnya  ketersediaan  utilitas pemukiman bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

h. Masih adanya permukiman illegal.

i Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang
belum terpenuhi.

i proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan
rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif
lama

k. Penyusunan Dokumen Peraturan Wali Kota Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian

kinerja adalah sebagaai berikut:

a. Penanganan permukiman kumuh kota secara inklusif

b.  perlunya memastikan ketersediaan pasokan material sesuai
dengan waktunya dan melakukan pemetaan terhadap
material yang dapat disubstitusi apabila terdapat kendala
dalam peanganan RTLH.

c.  Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat untuk penanganan kumuh kota.

d. Update data perumahan dan kawasan permukiman secara
periodik.
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3. BSasaran IIl “Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
yang memadai”

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya
sebagai berikut:
Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:
a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
b. Adanya data PSU Perumahan yang telah update
c. Adanya verifikasi PSU Perumahan yang dilaksanakan tim
verikasi PSL.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:

a. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP
dan standar pelayanan terkait pengelolaan dan
pemeliharaan PSU Perumahan.

b. Belum dibangunnya system informasi data perumahan
dan permukiman terintegrasi.

c. Masih adanya PSU Perumahana yang belum diserahkan
ke Pemerintah Kota Balikpapan.

d. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan
yvang belum memadai.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian
kinerja adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan koordinasi secara intensif kepada pihak
terkait untuk penanganan PSU Perumahan.
b. Monitoring dan update data PSU Perumahan.
c. Sosialisasi terkait peraturan tata cara penyerahan PSU .
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4. Sasaran IV “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, diantaranya
sebagai berikut:

Adapun faktor-faktor keberhasilan pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:
a. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
b. Adanya update data pertriwulan yang telah update

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:

a. Belum terdapat penvusunan proses bisnis, SOP dan
proses pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan
dan dan evalausi data kinerja.

b.Belum dibangunnya system aplikasi kinerja dan data
keuangan yang terintegrsi.

Adapun tindak lanjut untuk mengatasi ketidaktercapaian
kinerja adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi internal secara intensif terkait
monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing
bidang.

b. Meningkatkan koordinasi ke Bappeda Litbang, Bagian
Organisasi  danlnspektorat secara intensif terkait
menitoring dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Balikpapan.

¢. Melakukan inovasi untuk mendukung capaian kinerja

d. Metode pengumpulan data secara efektif dan efisien

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Dinas

Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memberikan gambaran
e R T T S I T R e e e oy
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bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja sangat ditentukan oleh
komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif semua pegawai
dan instansi vang terkait. Semoga Laporan Kinerja (LKJIP} Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun
2023 dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa pencapaian tujuan,
saasaran, program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas kinerja
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selanjutnya.

Balikpapan, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN

No Nama

1 Ambao Dai

FERMUKIMAN KOTA APAN
Jabatan Paraf
Sekretaris

2 Asih M

Kasubag.
Program dan
Keuangan

RAFIUDDIN, ST.Y MT

A
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Lampiran Bukti Dukung Kegiatan Tahun 2023

KOLABORASI DAN SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

KOLABORAS| DAN SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

- | 2D

Balai P2P Kalimantan |1

Satker Penyediaan

Perumahan
Koordinasi dengan Asosias
Pengembang Perumahan (RE),
APERSI, HIPERA)
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R 2
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
o BIDANG PERUMAHAN

Pembangunan Perumahan Regency Reglotian Pacsirnny
Perumahan The Peak Peninjauan sarana bendali
Residence dan Perumahan perumahan-perumahan di
Town Hills Kawasan Timur Balikpapan
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KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG RUSUNAWA < |'

Pemetiksaan lapangan kualitas
bendali perumahan Lambada Green,
Graha Mulawarman, Pondok Asri,
Borneo Paradiso The Green Azarya

daun village
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SOSIALISASI BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BPSKRTLH)

h_‘! L | ) r I
- - [ “'

ND BNBA 003

NOKTP * 6471026 707560001
NAMA PB : MASNAH

ALAMAT + L. ASKIT NO. 17 RT. 13
KELURAHAN : BARU ILIR
KECAMATAN : BALIKPAPAN BARAT

KOTA : BALIKPAPAN
JENIS KEGIATAN  : BSPKRTLH

SEBELUM SESUDAH




REALISASI BPSKRTLH TAHUN 2023

NO BNBA, 1 002

NO KTP : bl 7102 1804590003

NAMA PB : SUJIRAN

ALAMAT : JL. AL FALAH NO. 12 RT, D31
KELURAHAN . BARLI ILIR

KECAMATAN : BALIKPAPAN BARAT

KOTA : BALIKPAPAN

JENIS KEGIATAN  : BSPKRTLH

NO BNBA : D0

NO KTP : 6471022206550001

NAMA PB : TUKIRAN

ALAMAT : JL. GANG SAMPURNA NO. 38 RT. 10
KELURAHAN : BARU ILIR

KECAMATAN * BALIKPAPAN BARAT

KOTA : BALIKPAPAN

JEMIS KEGIATAN  : BSPERTIH

SEBELUM




NO BNBA 1 067

NO KTP : 647105 2009580002

NAMA PB SABDUL MADID

ALAMAT - JL. GANG SAMPURNA NO. 38 RT. 10
KELURAHAN : KLANDASAN ILIR

KECAMATAN : BALIKPAPAN KOTA

KDTA : BALIKPAPAN

JEMI5S KEGIATAN  : BSPKRTLH

SEBELUM
NOC BNBA - 077
NO KTP : 6471031701890002
NAMA PR : TUKIRAN
ALAMAT < JI. Teps KM.10 RT.05
KELURAHAN : KARANG JOANG
KECAMATAN : BALIKPAPAN UTARA
KOTA . BALIKPAPAN

JENIS KEGIATAN - BSPKRTLH




NO BNBA 1083

NOKTP :6471033112720018
NAMA PB : ALIANSYAH
ALAMAT : )L TEPO RT 007
KELURAHAN : KARANG JOANG
KECAMATAN : BALIKPAPAN UTARA
KOTA : BALIKPAPAN

JENIS KEGIATAN  : BSPKRTLH

NO BNBA 1086

NO KTP : 6471033112590044

NAMA PB - KAHAR

ALAMAT : JL BATU RATNA KM 11 RT 014
KELURAHAN : KARANG JOANG
KECAMATAN : BALIKPAPAN UTARA

KDTA : BALIKPAPAN

JENIS KEGIATAN @ BSPKRTLH

SEBELUM




NO BNBA
NO KTP
HAMA PB
ALAMAT
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA

JENIS KEGIATAN

: 087
1 6471030905 750001
 MUSTAKIM
1L GIRI REFO NO. 21 RT 28
: KARANG JOANG
: BALIKPAPAN UTARA
: BALIKPAPAN
: BSPKRTLH

NO BNBA
NO KTP
NAMA PB

KELURAHAN
KECAMATAN

JENIS KEGIATAN

1097
: 6471051511650006
: JASMAN
I MARSMA R ISWAHYUDI RT. 009
{ SUNGAI NANGEA
: BALIKPAPAN SELATAN
: BALIKPAPAN
: BSPKRTLH




NO BNBA : 9%

NOETR - 6A71051010470004

NAMA PB : MUHAMMAD SAPRI

ALAMAT L L MARSMA R. ISWAHYUDI RT. 009
KELURAHAN : SUINGAI NANGEA

KECAMATAN : BALIKPAPAN SELATAN

KOTA : BALIKPAPAN

JENIS KEGIATAN  : BSPKRTLH

MONITORING PEKERJAAN PERMUKIMAN KUMUH DAN
BSPKRTLH




